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ABSTRAK 
 
Nur Rohadi. NIM. E0009252. 2015. ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN 
DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 
YANG MENYATAKAN BEBAS DARI SEGALA DAKWAAN DALAM 
PERKARA KORUPSI (Studi Putusan No.78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengenalisis proses pembuktian dalam 
tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai dengan prinsip UU Tipikor dan KUHAP. 
2) Mengenalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang 
menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan dalam perkara sudah sesuai dengan 
Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian 
berupa preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum menggunakan 
pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis data yang 
dilakukan dengan menggunakan bahan hukum dengan logika deduktif silogisme. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan 
bahwa: Proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi dalam putusan No.78/Pid. 
Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam 
persidangan pengadilan, terutama alat bukti keterangan ahli dihadirkannya oleh 
penasihat hukum terdakwa pada persidangan korupsi pinjaman BPR Djoko Tingkir 
Sragen, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP salah satunya Pasal 1 
butir 28 KUHAP tentang pengertian keterangan ahli. Implikasi keterangan ahli pada 
persidangan kasus korupsi pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen signifikan terhadap 
pembuktian dakwaan oleh penuntut umum, terbukti dengan dipergunakannya 
keterangan ahli yang mematahkan konstruksi yuridis penuntut umum sehingga 
dakwaan primair tidak terpenuhi dan dituntut dengan dakwaan subsidair, atas 
tuntutan tersebut kemudian terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim pemeriksa 
perkara pada Pengadilan Tipikor Semarang. Dasar pertimbangan hakim untuk 
menjatuhkan putusan yang menyatakan bebas dari segala dakwaan dalam perkara 
korupsi putusan No.78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg yaitu didasarkan pada 
unsur-unsur dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang tidak terpenuhi, 
sehingga hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam Dakwaan Primair maupun 
Dakwaan Subsidair dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan 
Dakwaan Subsidair tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP. 
 
Kata Kunci: Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Putusan Bebas 
vii 
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ABSTRACT 
 
Nur Rohadi. NIM. E0009252. 2015. AN ANALYSIS Of The PROOF And THE 
CONSIDERATION OF JUDGES IN METING OUT THE VERDICT WHICH 
DECLARED FREE OF ANY CHARGES IN THE CASE Of CORRUPTION (The 
Study's Verdict No.78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg). Faculty of Law, University of 
Sebelas Maret Surakarta. 
This research aims to: 1) analyzes the process of proof in the criminal offence 
of corruption is already in compliance with the principles of the Law The Crime Of 
Corruption and the KUHAP. 2) analyzes the basic consideration of judges in meting 
out the verdict declaring the accused free of all claims in the case already in 
accordance with article 183 jo Article 191 paragraph (1) of the KUHAP. 
This research is the normative legal research with the nature of research in 
the form of prescriptive and applied. Approach to legal research using the approach 
to the case. Types and sources of legal materials using the primary law, secondary 
law materials, and legal materials tertiary. Data collection techniques are used, 
namely the study of literature or study document. The data analysis was done using 
the deductive syllogism of logic with law. 
Based on the results of research and discussion, researchers conclude that: 
the process of proof in the criminal acts of corruption in the ruling of the No.78/Pid. 
Sus/2011/PN-Tipikor-Smg is based on the instruments of evidence submitted in the 
trial courts, particularly the evidence of expert dihadirkannya description by counsel 
for defendant in graft trial loan BPR Djoko Tingkir Sragen, it would have been in 
accordance with the provisions of the KUHAP, one of which article 1 grain 28 
KUHAP concerning the notion of expert information. The implications of 
information experts on corruption trial loan BPR Djoko Tingkir Sragen significantly 
to prove the charges by the public prosecutor, as evidenced by the description used 
by experts who break the juridical construction the public prosecutor so that the 
prosecution had not met primair and prosecuted with charges of subsidair, above the 
demands then the defendant terminated non by the Tribunal of judges on the court 
docket examiner Tipikor Semarang. The basic consideration of the judge to drop the 
verdict that declared free of any charges of corruption in the ruling of the No.78/Pid. 
Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg that is based on the elements in the assertion and assertion 
primair subsidair that are not being met, so the judge concludes that the defendant 
was not proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offence both 
in the Indictment or Indictments Primair Subsidair and therefore should be acquitted 
of charges of the Indictment and the Primair Subsidair as specified in article 191 
paragraph (1) of the KUHAP. 
 
Keywords: Proving The Crime of Corruption, Non Ruling 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk 
sampai keseluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus 
meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah 
kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang 
dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan 
masyarakat. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap 
hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi 
tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi 
kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat 
dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.  
Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak 
diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana 
yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang 
dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan 
bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat 
meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan 
perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat 
semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat 
yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di 
dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak 
dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan dan juga para penegak 
hukum di Indonesia.  
Menurut Indonesia Coruption Wacth (ICW) kelemahan dalam upaya 
untuk memerangi korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 
1.  Pemberantasan korupsi berjalan lamban, aparat penegak hukum tidak serius 
dalam menangani kasus korupsi.  
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2.  Tiadanya jaminan akses informasi publik (misalnya UU Kebebasan 
Memperoleh Informasi Publik).  
3.  KPK tidak bisa menangani semua kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. 
4. Kualitas pelaporan yang sulit untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak 
hukum. 
Upaya dalam pemberantasan korupsi banyak yang gagal karena 
pendekatan yang semata-mata bersifat pendekatan hukum atau terlalu bertumpu 
pada himbauan moral. Ada kalanya upaya pemberantasan korupsi dilakukan 
dengan setengah hati, hal tersebut dapat diperhatikan pada setidaknya 7 (tujuh) 
alasan yang tidak benar untuk tidak memberantas korupsi, yaitu (Robert 
Klitgaard, Ronald Maclean Abaroa, dan H. Lindsey Parris, 2005: 16-17): 
1.  Korupsi ada dimana-mana. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk membasmi 
sesuatu yang sudah menjadi wabah. Tetapi coba lihat kesehatan, penyakit 
juga dijumpai dimana-mana. Namun tidak ada orang yang menyimpulkan 
tidak perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan mengobati penyakit. Sama 
seperti penyakit, luas sebaran dan jenis korupsi berbeda-beda satu sama lain, 
dan langkah-langkah untuk mencegah dan membasmi juga diperlukan untuk 
penyakit korupsi.  
2. Korupsi sudah ada sejak dulu. Seperti dosa, korupsi adalah pembawaan dari 
manusia. Tidak ada yang dapat dilakukan mengenai hal itu. Sekali lagi, 
pengalaman ini benar akan tetapi kesimpulannya salah. Meski dosa itu ada 
bukan berarti dosa sama dari satu orang ke orang yang lain, dan hal ini 
berlaku pula bagi korupsi. Kita dapat menghilangkan peluang untuk 
melakukan korupsi, meski korupsi akan tetap ada.  
3.  Konsep korupsi kabur dan tergantung pada budaya. Dalam beberapa budaya 
perilaku yang kita anggap menyimpang dianggap biasa. Memerangi korupsi 
berbau imperialisme budaya. Dalam kenyataan seperti yang dikatakan John 
T. Noonan dalam bukunya mengenai sejarah korupsi, ”tidak ada masyarakat 
manapun yang menerima korupsi”. Penelitian antropologi menunjukkan, 
warga masyarakat mampu membedakan antara sebuah pemberian dan suap, 
dan mereka mengutuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi yang dibahas disini 
merupakan bentuk pelanggaran hukum diseluruh dunia  
4.  Membersihkan masyarakat kita dari korupsi akan memerlukan perubahan 
besar dalam sikap dan tata nilai. Hasil yang dicapai dari upaya menghimbau 
orang agar meningkatkan moral tidak menggembirakan. Bagi pemerintah 
daerah ada 2 (dua) hal yang penting. Pertama, menyiapkan rencana 
perubahan sosial besar-besaran dan kemudian melaksanakannya berada diluar 
tugas utama pemerintahan daerah. Kedua, sementara itu selalu ada cara untuk 
menutup celah-celah untuk melakukan korupsi, seperti misalnya: 
menciptakan insentif dan sanksi, meningkatkan akuntabilitas dan persaingan, 
serta memperbaiki aturan main.  
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5.  Diberbagai negara, korupsi sama sekali tidak merugikan. Korupsi berperan 
sebagai minyak pelumas untuk roda ekonomi, dan perekat untuk sistem 
politik. Benar korupsi untuk pelumas memang ada. Tetapi teori dan penelitian 
lapangan menunjukkan bahwa pelumas tanpa korupsi lebih baik dari pelumas 
melalui korupsi. Meski dalam suatu masyarakat pembayaran uang pelicin 
mempunyai fungsi tertentu, tidak berarti secara keseluruhan uang pelicin itu 
baik.  
6. Tidak ada langkah apapun yang dapat diambil jika petinggi-petinggi 
pemerintah sendiri melakukan tindak korupsi, atau jika korupsi sudah 
sistematis. Bagi upaya anti korupsi akan lebih baik apabila para pemimpin 
bersih dan jika korupsi terjadi dari waktu kewaktu saja, tidak secara rutin. 
Tetapi pemberantasan korupsi yang berhadil menunjukkan perbaikan sistem 
dapat mengurangi peluang bagi semua orang, termasuk para politisi yang 
berkuasa untuk mendapat keuntungan dari korupsi. Korupsi sistematis dapat 
dibasmi.  
7. Risau mengenai korupsi tidak ada gunanya. Pasar bebas dan demokrasi 
multipartai akan menyebabkan korupsi berangsur-angsur hilang. Demokrasi 
dan pasar bebas akan meningkatkan persaingan dan akuntabilitas, dan dengan 
demikian akan mengurangi korupsi. Tetapi selama masa peralihan korupsi 
mungkin justeru meningkat. Dinegara demokrasi yang sudah stabil korupsi 
merupakan ancaman yang terus menerus pada kelancaran penyediaan barang 
dan layanan masyarakat. 
 
Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi 
pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung 
terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan 
supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan 
berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. 
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk 
memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu 
mengayomi masyarakat Indonesia.  
Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang 
menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga 
penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. 
Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa 
ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun 
kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, 
namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit 
penaggulangan maupun pemberantasannya. 
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Undang-undang korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan 
memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan 
korupsi yang melekat pada undang-undang korupsi. Mengapa dimensi politik 
kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di 
Negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakan hukum yang berlaku 
dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi di atas hukum. Sistem penegakan 
hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya 
lembaga pengampunan konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, 
bukan dengan pertimbangan hukum.  
Kasus yang akan penulis teliti, berkaitan dengan putusan Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang Putusan Tipikor Semarang Nomor 
Perkara 78/Pid.sus /2011/PN-Tipikor-Smg yang memutus bebas kepada terdakwa 
pelaku tindak pidana korupsi yaitu H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH., 
sebagai mantan Bupati Kabupaten Sragen Periode 2001-2006, 2006-2011. Pada 
surat keputusan tersebut menjelaskan dakwaan kepada Sarono Wiyono Sukarno 
bahwa dalam kurun waktu 2003-2010 telah melakukan atau turut serta 
melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 
Negara atau perekonomian Negara. Terdakwa melakukan pinjaman ke BPR 
Djoko Tingkir kepada Pemerintah Kabupaten Sragen, akan tetapi uang hasil 
pinjaman dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 36.376 .500 .000. - (tiga puluh 
enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah 
dimasukkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemerintah 
Kabupaten Sragen, akan tetapi langsung dipergunakan untuk keperluan di luar 
kepentingan Pemerintah Kabupaten Sragen. Hasil keputusan antara lain 
Terdakwa Untung Sarono Wiyono Sukarno tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam 
Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair dan membebaskan Terdakwa dari 
segala dakwaan.  
Keputusan dibebaskannya terdakwa dari tuntutan korupsi dengan 
pertimbangan, bahwa penempatan dana kas daerah Pemerintah Kabupaten Sragen 
di PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang mempunyai tujuan yang 
tidak sama. Penempatan di PD BPR Djoko Tingkir di lakukan untuk 
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menambahkan dana/menginvestasikan dana. Perbuatan ini sesuai dengan Pasal 
19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang mengatakan bahwa, “Pemerintah Daerah dapat 
melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau untuk 
investasi lainnya, sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan 
pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah” serta 
ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Uang milik Daerah yang 
sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu 
likuiditas keuangan daerah”.. 
Putusan bebas yang diberikan oleh Majelis Hakim yang menangani 
perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang 
memberikan putusan bebas kepada beberapa kasus tindak pidana korupsi, 
menurut penulis putusan ini adalah putusan yang tidak memberikan efek jera 
kepada pelaku tindak pidana korupsi dan tidak sesuai dengan undang-undang 
tindak pidana korupsi yang berlaku.  
Putusan bebas itu bisa disebabkan berbagai faktor, faktornya bisa berupa 
dokumen penyelidikan, penyidikan, tuntutan dan dakwaannya lemah atau dari 
perilaku majelis hakimnya. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan 
yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi 
(white collar crime) atau kejahatan kerah putih. Untuk mengungkap perkara 
korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban 
pembuktian. 
Berdasarkan fakta peristiwa pada latar belakang masalah di atas, hal ini 
yang mendasari penulis melakukan penelitian dengan judul: ANALISIS 
TERHADAP PEMBUKTIAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 
MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN TERDAKWA BEBAS 
DARI SEGALA DAKWAAN DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI 
PUTUSAN NO.78/PID. SUS/2011/PN-TIPIKOR-SMG). 
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B. Perumusan Masalah 
Dengan memperhatikan serta memahami identifikasi masalah yang 
diuraikan di atas, maka masalah yang dibahas dirumuskan sebagai berikut:  
1. Apakah proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai 
dengan prinsip UU Tipikor dan KUHAP ? 
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan 
yang menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan dalam perkara sudah 
sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Obyektif 
a. Mengenalisis proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi tersebut 
sudah sesuai dengan prinsip UU Tipikor dan KUHAP. 
b. Mengenalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
yang menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan dalam perkara 
sudah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna 
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu 
hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Meningkatkan dan memahami berbagai teori yang telah penulis peroleh 
selama berada di bangku kuliah. 
c. Mengembangkan dan memperluas aspek hukum dalam teori maupun 
praktek.  
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi kajian 
Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi. 
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2. Manfaat Praktis 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 
berwenang sebagai masukan dalam menangani tindak pidana korupsi. 
 
E. Metode Pendekatan 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 
hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:35). Penelitian hukum 
dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena 
itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how 
di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:41). 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai 
berikut : 
1.  Jenis Penelitian 
Penulisan penelitian hukum (skripsi) dengan judul: “Analisis Terhadap 
Pembuktiaan Dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan yang 
Menyatakan Bebas Dari Segala Dakwaan Dalam Perkara Korupsi (Studi 
Putusan No.78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg)” ini termasuk penelitian 
hukum normatif. Jenis penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam 
penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian doktrinal karena keilmuan 
hukum bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2008:33). 
2.  Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Preskriptif 
adalah penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 
menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilakukan untuk 
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan yang dimaksud dengan 
terapan adalah ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-
ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud 
Marzuki, 2008: 35). 
3.  Pendekatan Penelitian 
Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum 
adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus 
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(case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93). 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis 
normatif khususnya pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan 
cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang 
dihadapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud 
Marzuki, 2008: 93-95).  
Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan kasus 
mengenai pembuktiaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
yang menyatakan bebas dari segala dakwaan dalam perkara korupsi pada 
Putusan No.78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg. 
4.  Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan 
sekunder. Sumber bahan hukum ada 2, yaitu bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 97). Dalam penelitian ini 
sumber bahan sekunder yang penulis gunakan yaitu:  
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat antara lain:  
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana 
(KUHP) 
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). 
3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
5) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang 
Nomor Perkara 78/Pid.sus /2011/PN-Tipikor-Smg 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan 
bahan hukum primer seperti; buku-buku, artikel, pendapat pakar hukum 
maupun makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini. 
5.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam 
penggumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen. 
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Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, 
mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku 
literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti.  
6.  Teknik Analisis Bahan Hukum 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan 
logika deduktif silogisme. menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip 
pendapatnya Philiphus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana 
silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi 
berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian 
diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian 
ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 47). 
Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif 
adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya 
menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus. 
Penulis dalam penelitian ini mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang 
bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan isu 
hukum yang diteliti atau dianalisa, yaitu mengenai analisis terhadap 
pembuktiaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang 
menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan dalam perkara korupsi pada 
putusan No.78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg. 
 
F. Sistematika Skripsi 
Guna memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk 
memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, 
maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) 
bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup 
pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 
sistematika penulisan hukum. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi 
tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang pembuktian dan alat-
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alat bukti, tinjauan umum tentang putusan pengadilan, dan tinjauan 
umum tentang tindak pidana korupsi.. 
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini membahas mengenai proses pembuktian dalam tindak 
pidana korupsi tersebut sudah sesuai dengan prinsip dan peraturan 
yang berlaku. Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan 
yang menyatakan bebas dari segala dakwaan dalam perkara korupsi 
(Studi putusan No.78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg). 
DALAM BAB IV PENUTUP 
Dalam bab ini penulis uraikan kesimpulan dan saran dari uraian 
skripsi pada bab-bab terdahulu. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Kerangka Teori 
1.   Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti 
a.  Pengertian Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 
Pengertian pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-
ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang 
dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan 
kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur 
alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan 
hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian juga bisa 
berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus 
dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum 
bersifat alternatif dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh 
dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan 
pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak 
sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti dan 
fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari 
dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan 
tindak pidana yang telah terbukti (M. Yahya Harahap, 2006:273-274).  
Subekti (2007: 1) menyatakan bahwa pembuktian adalah 
meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang 
dikemukakan dalam suatu persengketaan. Menurut Adami Chazawi 
pembuktian ditujukan untuk memutus suatu perkara pidana dan bukan 
semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana 
masih diperlukan lagi syarat terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan 
tindak pidana. Jika setelah kegiatan pembuktian dijalankan dan 
berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah majelis hakim mendapatkan 
keyakinan, yaitu terbukti terjadinya tindak pidana, terdakwa 
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melakukannya dan keyakinan terdakwa bersalah. Sebaliknya, apabila 
tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan terdakwa tetapi dalam 
persidangan terbukti adanya dasar atau alasan yang meniadakan pidana 
baik di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang, maka tidak 
dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhi amar putusan 
pelepasan dari tuntutan hukum (Adami Chazawi, 2008:31). 
b. Sistem Pembuktian yang Dikenal Dalam Hukum Acara Pidana  
Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan 
”sistem negatif” (negatief wettelijk bewijsleer), yang dicari oleh hakim 
adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata 
berlaku sistem pembuktian positif (positief wettelijk bewijsleer), yang 
dicari oleh hakim adalah kebenaran formil. Pembuktian secara negatif 
(negatief wettelijk stelsel) merupakan pembuktian di depan pengadilan 
agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua 
syarat mutlak, yaitu; alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.  
Sistem pembuktian secara negatif ini diakui berlakunya secara 
eksplisit dalam KUHAP, yang ditentukan dalam Pasal 183. 
Selengkapnya, peneliti mengulangi bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut 
yaitu, ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.  
Kalau dibandingkan bunyi Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 
HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung di dalamnya. 
Pasal 294 HIR menyebutkan bahwa, ”Tidak akan dijatuhkan hukuman 
kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan 
upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan 
pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu”.  
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, baik yang termuat pada 
Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam Pasal 294 HIR, 
sama-sama menganut sistem ”pembuktian menurut undang-undang secara 
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negatif”. Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanan saja. 
Pada Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti 
yang sah, lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca 
dalam kalimat ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan 
pidana kepada seorang terdakwa ”sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP menentukan salah atau 
tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan 
hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Guna menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan 
Pasal 183 KUHAP, hal ini ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan 
yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta 
tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pendapat ini dapat diambil dari 
makna penjelasan Pasal 183. Dari penjelasan Pasal 183 pembuat Undang-
Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling 
tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya 
keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem 
pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction-
in time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif 
(positief wettelijk stelsel). 
Jika ditafsirkan lebih jauh maka sangat berbahaya dan sangat 
dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan 
terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut 
sistem pembuktian conviction-in time, sebab keyakinan itu bersifat 
abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan sulit mengujinya dengan 
cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu, sistem pembuktian menurut 
keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan 
untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa 
kepada penilaian subjektif hakim. Sedangkan masalah subjektif seorang 
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manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang 
bersangkutan. Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, 
sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda 
dan beragama dalam pemidanaan. Akan tetapi, sebaliknya jika 
pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan 
menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, 
kebenaran, dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan 
hukum, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati, karena hanya 
mengejar dan mewujudkan kebenaran formal belaka, dan dapat 
menimbulkan tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana 
kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.  
Setelah diberlakukannya KUHAP melalui Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981, maka masalah pembuktian diatur secara tegas 
dalam kelompok sistem hukum pidana formil (hukum acara pidana). 
Sistem ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk 
selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang 
dilakukan terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai 
terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang 
didakwakan kepadanya. 
Berdasarkan teori dan alat bukti menurut hukum pidana formil 
diatur pada Bab XVI bagian keempat Pasal 183 sampai Pasal 232 
KUHAP, sistem pembuktian hukum pidana menganut pendekatan 
pembuktian negatif berdasarkan undang-undang atau negatief wettelijk 
overtuiging dengan dasar teori negatief wettelijk overtuiging ini, hakim 
dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan 
keyakinannya dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang 
dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 183 KUHAP yaitu, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
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melakukannya”. Sedangkan yang dimaksud dengan dua alat bukti yang 
sah haruslah memperhatikan tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 
KUHAP, yaitu, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan 
Keterangan terdakwa.  
Sistem pembuktian secara negatif dalam sistem pembuktian 
hukum pidana di Indonesia diberlakukan dalam hukum acara pidana 
karena yang dicari oleh hakim pidana adalah suatu kebenaran materil 
(materiele waarheid). Alat bukti adalah alat untuk menjadi pegangan 
hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan 
berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara 
mereka. 
c. Asas-asas Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana  
Menurut Muhammad Nurul Huda (2013) dalam Jurnal Supremasi 
Hukum, Volume 2, No. 2 Edisi Desember 2013 menyatakan bahwa dalam 
perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori 
tentang asas beban pembuktian, yaitu: 
1)  Asas Beban Pembuktian pada Penuntut Umum 
Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan 
undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum 
tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum 
dalam requisitornya. Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, 
bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan 
barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah 
meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis 
beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas 
praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri 
sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa 
ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, 
“tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. 
Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorisasikan beban 
pembuktian “biasa” atau “konvensional”. 
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2)  Asas Beban Pembuktian pada Terdakwa 
Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai 
pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah di depan sidang 
pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila 
tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan 
tindak pidana. Pada asasnya teori beban pembuktian jenis ini 
dinamakan teori” Pembalikan Beban Pembuktian” (Omkering van het 
Bewijslast atau Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof”). 
3)  Asas Beban Pembuktian Berimbang 
Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/ 
atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. 
Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa 
sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan 
membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. 
Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban 
pembuktian “berimbang”. Apabila ketiga polarisasi teori beban 
pembuktian tersebut dikaji dari tolak ukur Penuntut Umum dan 
Terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 
(dua) kategorisasi yaitu: 
a)  Sistem beban pembuktian “biasa” atau konvensional”, Penuntut 
Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan 
alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang. Kemudian 
terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian 
dari Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP. 
b)  Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat 
dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat 
“absolut” atau “murni” bahwa terdakwa dan/ atau Penasihat 
Hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian 
teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan 
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berimbang” dalam artian terdakwa dan Penuntut saling 
membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa. 
d. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian  
Proses pembuktian peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang 
berkenaan dengan kasus yang sedang diadili di sidang pengadilan, 
dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah. Dalam hal 
tindak pidana, maka alat-alat bukti yang sah dikenal di dalam hukum 
acara pidana terdapat di dalam Pasal 184 Ayat (1) yaitu:  
a) Keterangan saksi;  
b)  Keterangan ahli;  
c) Surat;  
       d)  Petunjuk; dan  
e) Keterangan terdakwa. 
Dalam KUHAP tidak diatur mengenai hasil informasi elektronik 
sebagai alat bukti yang tertera di dalam Pasal 184 Ayat (1) kecuali 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 
terdakwa. Jadi, di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP hanya 
ditentukan ada lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat 
dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.  Jika dipandang dari segi pihak-
pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa 
dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim 
di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa 
perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh 
hakim untuk memutus perkara. Sedangkan menurut Roihan, alat bukti 
adalah alat yang diperlukan oleh para pencari keadilan maupun 
pengadilan (Roihan A. Rasyid, 2005: 145).  
Berdasarkan macam-macam alat bukti dalam Pasal 184 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berikut peneliti 
jelaskan mengenai masing-masing alat bukti serta kekuatan 
pembuktiannya. 
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1)  Keterangan Saksi 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan 
batasan pengertian keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam 
perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 
27 KUHAP). 
Suatu fakta yang didapat dari keterangan seorang saksi tidaklah 
cukup, dalam arti tidak bernilai pembuktian apabila tidak didukung 
oleh fakta yang sama atau disebut bersesuaian yang didapat dari saksi 
lain atau alat bukti lainnya. Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa: ”keterangan 
seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 
bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. 
Jadi nilai pembuktian keterangan saksi adalah bukan terletak dari 
banyaknya atau kuantitas saksi, tetapi dari kualitasnya. Artinya, isi 
atau fakta apa yang diterangkan satu saksi bernilai pembuktian apabila 
bersesuaian dengan isi dari keterangan saksi yang lain atau alat bukti 
lain. Berapapun banyaknya saksi tetapi isi keterangannya berdiri 
sendiri tidaklah berharga. Kecuali apabila isi keterangan beberapa 
saksi yang berdiri sendiri tersebut adalah berupa fakta-fakta mengenai 
suatu kejadian atau keadaan yang ada hubungan yang sedemikian 
rupa, sehingga saling mendukung dan membenarkan, yang jika 
dirangkai dapat menunjukkan kebenaran atas suatu kejadian atau 
keadaan tertentu. Dengan demikian, dapat dirangkai menjadi satu alat 
bukti yang disebut dengan alat bukti petunjuk. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) (Adami Chazawi, 2008:52-54). 
2)  Keterangan Ahli 
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat 
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terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 
angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). 
Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang 
dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang 
menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan 
perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat 
dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana 
keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai 
kenyataan atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu 
penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu 
berdasarkan keahlian seorang ahli (Wirjono Prodjodikoro, 1985:128). 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan 
keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan 
ahli (Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP)) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang 
pengadilan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 butir c Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). 
3)  Alat Bukti Surat 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur 
tentang alat bukti surat hanya dua pasal, yakni Pasal 184 dan secara 
khusus Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). Menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) ada empat surat yang dapat digunakan sebagai alat 
bukti. Tiga surat harus dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan 
sumpah (Pasal 187 huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP)), sedangkan surat yang keempat adalah surat 
dibawah tangan (Pasal 187 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP)). 
Tiga jenis surat yang dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan 
sumpah tersebut adalah: 
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a)  Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat jaksa 
penuntut umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alas an 
yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 
b)  Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; 
c)  Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan (Adami Chazawi, 2008:70). 
4)  Alat Bukti Petunjuk 
Alat bukti petunjuk bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri 
sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak 
dari batasanya dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa: 
”petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun 
dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Karena alat bukti petunjuk 
adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari 
hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan 
dalam sidang, maka sifat subyektivitas hakim lebih dominan (Adami 
Chazawi, 2008:72-73). 
Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu 
keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
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5)  Keterangan Terdakwa 
Diantara lima alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti terdakwalah yang 
acap kali diabaikan oleh hakim karena:  
a)  Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi dari 
alat-alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi;  
b)  Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk 
yang isinya tidak benar; 
c)  Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa 
yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan (Adami Chazawi, 
2008:87). 
Tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian. 
Dari ketentuan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar 
keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian, yaitu: 
a)  Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan dimuka sidang 
pengadilan; 
b)  Isi keterangan terdakwa haruslah mengenai tiga hal yaitu 
perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya 
sendiri, dan kejadian yang dialaminya sendiri; 
c)  Nilai ketarangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk 
dirinya sendiri; 
d)  Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus 
ditambah dengan alat bukti yang lain (Adami Chazawi, 2008:89). 
Mengenai barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau di dalam pasal 
tersendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, namun dalam 
praktik peradilan barang bukti tersebut dapat memberikan keterangan 
yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian di persidangan. 
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Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh 
hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan 
terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan (Simorangkir dkk, 
2004:14). 
Barang bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang apa saja yang dapat 
dikenakan tindakan penyitaan oleh penyidik di tempat kejadian perkara 
yang dapat dikatakan sebagai barang bukti. Di pengadilan, barang bukti 
tersebut dipergunakan pada saat pemeriksaan barang bukti dan guna 
dilakukanya pengesahan terhadap barang bukti dilakukan dengan cara 
memperlihatkan langsung kepada terdakwa maupun saksi, lalu diberikan 
pertanyaan baik kepada terdakwa maupun saksi yang berhubungan 
dengan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan guna terang 
dan ditemukannya fakta-fakta mengenai kesalahan terdakwa atau 
ketidaksalahan tedakwa sendiri. 
2. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan 
a. Definisi Putusan Hakim 
Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah 
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan 
hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
ini. 
Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau 
kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-
masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan (Andi 
Hamzah, 1986: 485). Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan 
hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara 
yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan 
untuk mengakhiri atau menyeleseiakan suatu perkara atau sengketa antara 
para pihak. Bukan hanya yang di ucapkan saja yang disebut putusan, 
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melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan 
kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah 
kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi 
wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu 
sengketa antara para pihak- pihak yang berpekara dan diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum. 
b.  Bentuk-Bentuk Putusan 
Menurut hukum acara pidana putusan hakim dibagi menjadi tiga macam, 
yakni: 
1)  Putusan bebas 
 Di dalam suatu persidangan pengadilan, seorang terdakwa dibebaskan 
apabila ternyata perbuatannya yang tersebut dalam surat dakwaan 
seluruhnya atau sebagian tidak terbukti, secara sah dan meyakinkan 
(Pasal 191 ayat (1) KUHAP) ketiadaan terbukti ini ada dua macam: 
a)  Ketiadaan terbukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai 
minimum, yaitu adanya hanya pengakuan terdakwa saja, tanpa 
dikuatkan oleh alat-alat bukti yang lain. 
b)  Minimum yang ditetapkan oleh UU telah dipenuhi yaitu adanya 
dua orang saksi atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan 
kesalahan terdakwa (M. Prodjohamidjojo, 1982: 130). 
2)  Putusan lepas 
 Apabila suatu perbuatan yang dalam surat dakwaan itu terbukti, tetapi 
tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa 
harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) 
KUHAP). Hal ini akan terjadi jika: 
a)  Adanya kekeliruan dalam surat dakwaan, yakni apa yang 
didakwakan tidak cocok dengan salah satu penyebutannya oleh 
hukum pidana dari perbuatan yang diancam dengan hukuman 
pidana. 
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b)  Adanya hal-hal yang khusus, yang mengakibatkan terdakwa tidak 
dijatuhi hukuman pidana menurut Pasal dalam KUHAP, yakni 
sakit karena jiwa (Pasal 44 KUHP), atau karena menjalankan 
perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). (M. Prodjohamidjojo, 1982: 
31). 
3)  Putusan pemidanaan 
 Seorang hakim akan menjatuhkan putusan-putusannya apabila 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dianggap terbukti dan 
merupakan kejahatan tindak pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). 
Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para 
pihak yang bersangkuatan. Putusan yang berupa pemidanaaan 
terdakwa dapat berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 
KUHP, yaitu: 
a)  Pidana Pokok 
(1) Pidana mati 
(2) Pidana penjara 
(3) Kurungan 
(4) Denda 
b)  Pidana Tambahan 
(1) Pencabutan hak-hak tertentu 
(2) Perampasan barang-barang tertentu 
(3) Pengumuman putusan hakim 
c. Pertimbangan Hukum Dari Hakim 
Pertimbangan hukum dari hakim atau ratio decidendi adalah 
argument/alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum 
yang menjadi dasar sebelum memutus perkara (I.P.M. Ranuhandoko, 
2003: 475).  
Ratio decidendi (Jamak: rationes decidendi) adalah sebuah istilah 
latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk 
keputusan itu”, “the reason” atau “the rationale for the decision.” Black’s 
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Law Dictionary menyatakan Ratio decidendi sebagai “the point in a case 
which determines the judgment” atau menurut Barron’s Law Dictionary 
adalah “the principle which the case establishes.” Kusumadi Pudjosewojo 
dalam Pedoman Pelajaran Tata Hukum sendiri mendefinisikan sebagai 
faktor-faktor yang sejati (material fact, faktor-faktor yang essensiil yang 
justru mengakibatkan keputusan begitu itu. 
Pertimbangan hukum dari hakim atau ratio decidendi adalah 
alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada 
putusannya. Menurut Goodheart ratio decidendi inilah yang menunjuk 
bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan 
deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif”. Ratio 
decidendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang 
dijadikan dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. 
Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu 
bagian penting dalam struktur putusan hakim. 
Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh 
peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang 
digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Apabila putusan 
dilihat sebagai penetapan kaidah hukum, maka yang mengikat adalah 
pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, 
yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan “ratio decidendi. 
Pertimbangan hukum hakim dalam pengambilan keputusan 
berdasarkan penilaian unsur yuridis berdasarkan Pasal yang didakwakan 
Penuntut Umum dan penilaian non yuridis berdasarkan kondisi social, 
ekonomis, religius, dari terdakwa yang dijabarkan dalam hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan.  
3.   Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 
a.  Pengertian tindak pidana korupsi 
Korupsi berasal dari kata latin ”corruptio” atau ”corruptus” yang 
bila diterjemahkan secara harfiah adalah pembusukan, keburukan, 
kebejadan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari 
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kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Pendapat lain bahwa 
dari segi istilah ”korupsi” yang berasal dari kata ”corrupteia” yang dalam 
bahasa Latin berarti ”bribery” atau ”seduction”. Bribery dapat diartikan 
sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat 
untuk keuntungan pemberi. Seduction berarti sesuatu yang menarik agar 
seseorang menyeleweng. 
Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di 
bidang keuangan. Banyak istilah yang terdapat di berbagai negara 
menyikapi korupsi yang menyangkut ketidakjujuran ini 
diantaranya di Muangthai korupsi dikenal akrab dengan istilah 
“gin moung”, “tanwu” di Cina yang berarti keserakahan bernoda. 
Jepang lebih akrab menyapa korupsi dengan istilah “Oshoku” 
yang berarti kerja kotor (Martiman Prodjohamidjojo, 2001: 8). 
 
Meskipun kata-kata corruptio memiliki arti luas, sering diartikan 
sebagai penyuapan. Istilah korupsi juga disimpulkan dalam bahasa 
Indonesia oleh Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 
bahwa “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, 
penerimaan uang sogok dan sebagainya” (Firman Wijaya, 2008: 7). 
Black’s Law Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan 
yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu 
keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain 
secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk 
mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang 
lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain 
(Rohim, 2008: 2). 
 
Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi menurut 
Victor Egweni (2012), yakni Corruption has a lot of negative impact on 
every sphere of societal development: social, economic and political. As 
Ikubaje has argued, corruption is a global phenomenon and its effects on 
individual, institutions,countries and global development have made it an 
issue of universal concern. (Korupsi memiliki banyak dampak negative 
pada setiap bidang pembangunan masyarakat sosial, ekonomi dan politik. 
Seperti Ikubaje berpendapat, korupsi merupakan fenomena global dan 
dampaknya pada individu, lembaga negara dan pembangunan global telah 
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membuatnya menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian 
universal). 
b. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi 
Defenisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, 
bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana 
dikemukakan oleh Benveniste, korupsi didefenisikan menjadi 4 jenis : 
a)  Discretionary corruption. 
b)  Illegal Corruption. 
c) Mercenary Corruption. 
d) Ideologycal Corruption (Ermansjah Djaja, 2008:4-6). 
 
Keterangan: 
a)  Discretionary corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya 
kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya 
bersifat sah, bukanlah praktek-praktek yang dapat diterima oleh para 
anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayanan perizinan tenaga 
kerja asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, 
atau orang yang bersedia membayar lebih, dari pada pemohon yang 
biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang biasa 
memberikan pendapatan tambahan. Dalam kasus ini sulit dibuktikan 
tentang praktik korupsi, walaupun ada peraturan yang dilanggar. 
Terlebih lagi apabila dalih memberikan uang tambahan itu sebagai 
“tanda ucapan terima kasih” dan diserahkan setelah layanan diberikan. 
b)  Illegal Corruption, ialah suatu jenis tindakan yang berniat 
mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan 
regulasi tertentu. Contoh: Didalam pengaturan lelang dinyatakan 
bahwa untuk pengadaan barang dan jasa jenis tertentu harus melalui 
proses pelelangan atau tender. Akan tetapi karena waktunya mendesak 
maka proses tender itu tidak dimungkinkan. 
Untuk itu pimpinan proyek mencari dasar hukum mana yang bisa 
mendukung pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh 
inspektur. Misanya dengan alasan “force mejeur”. Maka sebenarnya 
dari sinilah dimulai illegal corruption, yakni ketika pimpinan proyek 
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mengartikulasikan tentang keadaan darurat untuk melegalkan 
tindakannya. 
c) Mercenary Corruption, yakni jenis tindak pidana korupsi yang 
dimaksudkan untuk memperoleh keeuntungan pribadi, melalui 
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah 
persaingan tender seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk 
meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-
terangan ia mengatakan bahwa untuk memenangkan tender, peserta 
harus bersedia memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah 
tertentu. Jika permintaan ini dipenuhi oleh kontraktor yang mengikuti 
tender, maka perbuatan panitia lelang ini sudah termasuk dalam 
kategori mercenary corruption. Bentuk sogok atau semir itu tidak 
mutlak berupa uang namun bisa juga dalam bentuk lain. 
d) Ideologycal Corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun 
discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. 
Contoh: Kasus skandal Watergate adalah contoh Ideological 
Corruption dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka 
kepada Preesiden Nixon dari pada dukungan kepada undang-undang 
atau hukum. Penjualan aset BUMN untuk mendukung kemenangan 
pemilihan umum dari partai politik tertentu adalah contoh dari jenis 
korupsi ini. 
c.  Tipe-Tipe Tindak Pidana Korupsi 
Tipe-tipe tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: 
a)  Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama 
Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 UU PTPK 
yang menyebutkan bahwa: 
(1)  Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, 
dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak 
satu milyar rupiah. 
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(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat 
dijatuhkan. 
 
b)  Tindak Pidana Korupsi Tipe Kedua 
Korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU PTPK yang 
menyebutkan bahwa: 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan 
paling banyak satu milyar rupiah. 
 
c)  Tindak Pidana Korupsi Tipe Ketiga 
Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 12A, 12B, 12C dan 13 UU PTPK, berasal dari Pasal-Pasal 
KUHP yang kemudian sedikit dilakukan modifikasi perumusan ketika 
ditarik menjadi tindak pidana korupsi sesuai Undang-undang No. 20 
Tahun 2001 dengan menghilangkan redaksional kata “Sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal-Pasal….KUHP” seperti formulasi dalam 
ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999. Apabila 
dikelompokkan, korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4 
pengelompokan, yaitu: 
(1) Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni Pasal 209, 
210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP. 
(2) Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni Pasal 415, 
416, dan Pasal 417 KUHP. 
(3) Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (knevelarij, 
extortion), yakni Pasal 423, dan 425 KUHP. 
(4) Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, 
leverensir dan rekanan, yakni Pasal 387, 388, dan 435 KUHP. 
 
d) Tindak Pidana Korupsi Tipe Keempat 
Korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, 
pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan 
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sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 
UU PTPK). Konkritnya, perbuatan percobaan/poging sudah 
diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi oleh karena perbuatan 
korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan 
pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga 
percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri 
dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari 
tindak pidana korupsi itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak 
pidana korupsi meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah 
dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri. 
e) Tindak Pidana Korupsi Tipe Kelima 
Korupsi tipe kelima ini sebenarnya bukanlah bersifat murni tindak 
pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak 
pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai 
dengan Pasal 24 UU PTPK.  
Apabila dijabarkan, hal-hal tersebut adalah: 
(1) Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara 
langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan 
terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. 
(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, 
Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi 
keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. 
(3) Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, 
Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP. 
(4) Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 KUHP (Lilik Mulyadi, 2007: 186-187). 
 
Adami Chazawi membagi tindak pidana korupsi kedalam beberapa 
kriteria/bagian, yaitu: 
a)  Atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi; 
b)  Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi; 
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c)  Atas dasar sumbernya; 
d)  Atas dasar tingkah laku/perbuatan dalam perumusan tindak pidana; 
e)  Atas dasar dapat tidaknya merugikan keuangan dan atau 
perekonomian negara (Adami Chazawi, 2008: 20). 
Keterangan: 
1.  Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi 
Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan 
menjadi beberapa jenis, yaitu: 
a)  Tindak Pidana Korupsi Murni 
Tindak pidana koruspi murni adalah tindak pidana korupsi yang 
substanisi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan 
perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang 
menyangkut keuangan negara, perekonomian negara dan 
kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau 
pelaksana pekerjaan yang bersifat publik. Tindak pidana yang 
masuk dalam kelompok ini dirumuskan dalam Pasal : 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 (menarik Pasal 220, 
231, 421, 422, 429, 430 KUHP). 
b)  Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni 
Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang 
substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap 
kepentinggan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas 
penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana 
korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan disini hanya diatur 
dalam 3 Pasal, yakni Pasal 21, 22, dan 24 UU PTPK. 
2.  Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 
Atas dasar subjek hukum atau si pembuatnya, maka tindak pidana 
korupsi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yakni: 
a)  Tindak Pidana Korupsi Umum 
Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk-bentuk tindak pidana 
korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang 
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berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada 
setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana 
korupsi umum berlaku untuk semua orang yang termasuk dalam 
kelompok tindak pidana korupsi umum ini, ialah tindak pidana 
korupsi yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 
16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP Jo Pasal 23. 
b)  Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan atau Penyelenggaraan 
Negara 
Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi 
pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan 
oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeeri atau 
penyelenggara negara. Artinya, tindak pidna yang dirumuskanitu 
semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara 
negara. Orang yang bukan pegawai negeri tidak dapat melakukan 
tindak pidana korupsi pegwai negeri ini. Disini, kualitas pegawai 
negeri merupakan unsur esensalia tindak pidana. 
3.  Atas Dasar Sumbernya 
Atas dasar sumbernya tindak pidana korupsi dikelompokkan mejadi 
dua kelompok, yakni: 
a)  Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP 
Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP dibedakan 
lagi menjadi dua macam, yaitu: 
1) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU 
PTPK. Rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan 
tindak pidana dalam KUHP. Formula rumusannya agak 
berbeda dengan rumusan aslinya dalam Pasal KUHP yang 
bersangkutan, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam 
kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana 
yang dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
2)  Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada Pasal-Pasal 
tertentu dalam KUHP yang ditarik menjadi tindak pidana 
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korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem 
pemidanaannya. Termasuk dalam kelompok tindak pidana ini 
antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Pasal 
23 yang merupakan hasil saduran dari Pasal 220, 231, 421, 
422, 429, dan 430 KUHP menjadi tindak pidana korupsi. 
b)  Tindak pidana korupsi yang oleh Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 diubah dengan Udang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi. 
Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Udang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001. Termasuk dalam kelompok ini ialah tindak pidana 
korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 12B, 13, 
15, 16, 21, 22, dan 24. 
4.  Atas Dasar Tingkah Laku/ Perbuatan dalam Rumusan Tindak Pidana. 
Dilihat dari sudut unsur tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, 
maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan antara lain: 
a) Tindak pidana korupsi aktif 
Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif 
ialah tindak tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya 
mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau 
perbuatan materil yang bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah 
perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh 
atau bagian dari tubuh orang. 
b) Tindak pidana korupsi pasif atau tindak pidana korupsi negatif 
Tindak pidana korupsi pasif atau tindak pidana korupsi negatif 
adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan 
secara pasif. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pasif itu 
adalah tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif 
(disebut perbuatan pasif). Dalam kehidupan sehari-hari 
adakalanya seseorang berada dalam situasi tertentu dan orang itu 
diwajibkan  (disebut kewajiban hukum) hukum melakukan suatu 
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perbuatan (aktif) tertentu. Apabila ia tidak menuruti kewajiban 
hukumnya untuk berbuat (aktif) tertentu tesebut artinya dia telah 
melanggar kewajiban hukumnya untuk berbuat tadi, maka dia 
dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana pasif tertentu. 
Tindak pidana pasif dalam doktrin hukum pidana dibedakan 
menjadi (a) tindak pidana pasif murni dan (b) tindak pidana pasif 
yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana 
pasif yang dirumuskan secara formil atau yang pada dasarnya 
semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. 
Tindak pidana korupsi pasif menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo 
UU No. 20 Tahun 2001 semuanya adalah berupa tindak pidana 
pasif murni. Sedangkan tindak pidana pasif yang tidak murni 
adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak 
pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau 
tidak melakukan perbuatan aktif.  
5.  Atas Dasar Dapat Tidaknya Merugikan Keuangan dan atau 
Perekonomian Negara. 
Atas dasar seperti itu tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi 
dua kelompok, yaitu (a) tindak pidana korupsi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara dan (b) tindak pidana 
korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian 
keuangan negara atau perekonomian negara. Haruslah dipahami 
bahwa tindak pidana korupsi yang dapat membawa kerugian negara 
pada sub (a) tersebut bukanlah tindak pidana materil, melainkan 
tindak pidana formil. Terjadinya tindak pidana korupsi secara 
sempurna tidak perlu menunggu timbulnya kerugian negara. Asalkan 
dapat ditafsirkan menurut akal sehat bahwa suatu perbuatan dapat 
menimbulkan kerugian bagi negara, maka perbuatan terebut dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidaana korupsi. Bentuk-bentuk tindak 
pidana korupsi baik sub (a) maupun sub (b) dirumukan secara formil 
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atau merupakan tindak pidana formil dn tidak ada yang dirumuskan 
secara materil atau berupa tindak pidana materil.  
 
B.  Kerangka Pemikiran 
Adapun skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  
Dalam kasus tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Tipikor 
Semarang Nomor: 78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg dengan terdakwa H. 
Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH., jaksa penuntut umum membuat surat 
dakwaan untuk merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa 
dengan menggunakan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam 
ketentuan pidana yang bersangkutan. Dalam kasus korupsi tersebut jaksa 
penuntut umum membuat dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas. 
Dakwaan alternatif subsidaritas merupakan bentuk surat dakwaan yang 
Kasus Korupsi 
Pembuktian (Pasal 
28-30 UU No. 31 
Tahun 1999) KUHAP 
Undang-Undang No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
Pertimbangan 
Hakim 
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 78/Pid. 
Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg 
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didalamnya mengandung bentuk dakwaan kombinasi, yang masing-masing dapat 
terdiri dari dakwaan subsidair dan/atau alternatif . 
Setelah penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum selesai maka 
dapat diketahui bagaimana strategi pembuktian penuntut umum dilakukan. 
Strategi pembuktian didasarkan pada unsur dari surat dakwaan yang telah dibuat 
oleh penuntut umum dan juga dengan menggunakan pasal-pasal yang digunakan 
dalam surat dakwaan. Unsur dari surat dakwaan tersebut selanjutnya dibuktikan 
dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dalam 
surat dakwaannya. Adapun urutan alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum 
dalam persidangan kasus tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, alat 
bukti surat dan barang bukti, keterangan terdakwa dan petunjuk. Dari uraian alat 
bukti tersebut tadi penuntut umum selanjutnya menyusun strategi dengan 
menentukan pasal perundang-undangan yang digunakan dalam surat dakwaan 
tadi yaitu terdakwa H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH., dalam kasus 
Nomor 78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 
UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU 
Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair 
dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan 
di tambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP 
dalam dakwaan subsidair. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Identitas Terdakwa 
Pada Bab III ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan 
pembahasan. Adapun mengenai urut-urutan dalam menguraikan hasil penelitian 
ini penulis kemukakan sebagai berikut:  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang memeriksa dan 
mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama 
dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 
dalam perkara Terdakwa: 
Nama Lengkap  :  H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH. 
Tempat Lahir  :  Sragen 
Umur /Tgl Lahir  :  61 Tahun/16 Oktober 1950 
Jenis Kelamin  :  Laki - laki 
Kebangsaan  :  Indonesia 
Tempat Tinggal  :  1.  Jalan Batu Alam Jaya No.62 U Condet   
      Jakarta Timur 
  2.  Jalan Dukuh Dayu RT 29 RW 08 Kelurahan Jurang  
   Jero Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 
Agama   : Islam 
Pekerjaan   : Wiraswasta (Mantan Bupati Sragen Periode  
    2001- 2006, 2006- 2011) 
Pendidikan   : S1  
Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama H.A. 
DANI SRIYANTO, SH., Drs. SUYITNO L.S, SH, MH, M.Si., LUKMAN 
HAKIM, SH., SEBASTIANUS HERIYONO, SH., DEWI HARASTUTI, SH., 
M.Hum kesemuanya Advokat berkantor pada Kantor Advokat / Legal 
Consultants ”A. DANI SRIYANTO & PARTNER’S” beralamat di Jalan M.H. 
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Thamrin No. B. 10 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 
Nopember 2011; 
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa 
Bahwa terdakwa H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH 
selaku Bupati Sragen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan 
Otonomi Daerah Nomor: 131.33.062 tanggal 01 Mei 2001 tentang 
Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Bupati Sragen Provinsi Jawa 
Tengah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-233 Tahun 
2006 tanggal 02 Mei 2006 tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan 
Bupati Sragen Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Drs. 
KUSHARDJONO selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 
Kabupaten Sragen Tahun 2003- 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati 
Sragen Nomor : 821.2 /03-10/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 tentang 
Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Di lingkungan Kabupaten 
Sragen, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 
(BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2004-2005 berdasarkan Surat Keputusan 
Bupati Sragen Nomor: 821.2 /1159.A-11/2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang 
Penunjukan Pejabat yang Melaksanakan Tugas Kepala Badan Pengelola 
Keuangan daerah kabupaten Sragen dan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sragen Tahun 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 
821.2 /32-11/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pengangkatan/Penunjukan 
Dalam jabatan Struktural Eselon II Perangkat daerah Kabupaten Sragen dan SRI 
WAHYUNI, SE, MM selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan 
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan 
Bupati Sragen Nomor: 821.2/03- 10/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 tentang 
Pengangkatan /Penunjukan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten 
Sragen dan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola 
Keuangan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen 
Nomor: 821.2/44-11/2004 tanggal 4 Desember 2004 tentang Pengangkatan/ 
Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Perangkat Daerah Kabupaten 
Sragen (kedua nama terakhir dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun 
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waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2010 atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, 
bertempat di Kantor BPKD Pemerintah Kabupaten Sragen Jl . Raya Sukowati 
No. 255 Sragen Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen dan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang 
berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
1.  Berawal dari keinginan terdakwa memperoleh dana pinjaman untuk 
keperluan di luar kedinasan dari Perusahaan Daerah (PD) Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir yang sahamnya 100% dimiliki 
oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya terdakwa memerintahkan 
Drs. KUSHARDJONO untuk mengatur teknis pelaksanaannya dengan 
WIDODO, SH Direktur PD BPR Djoko Tingkir; 
2.  Bahwa setelah terdakwa melakukan konfirmasi dengan WIDODO, SH 
selaku Direktur PD BPR Djoko Tingkir melalui telepon terdakwa 
menyampaikan kepada Drs. KUSHARDJONO bahwa BPR Djoko 
Tingkir dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten 
Sragen dengan syarat ada agunan yang cukup, bisa berupa surat berharga 
sebagai jaminan pinjaman asalkan ada jaminan tidak akan ditarik sebelum 
pinjaman lunas; 
3.  Atas syarat tersebut, kemudian oleh Kepala BPKD secara bertahap di 
lakukan pencairan Giro Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen 
Rekening Non DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00042.9 pada Bank BPD 
Jateng Cabang Sragen, Rekening DAU Kas Daerah No. Rek. 
1010.00595.7 yang ada di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sragen untuk 
ditempatkan di rekening Simpeda PD BPR Djoko Tingkir No. Rek. 
3010.04408.0 pada BPD Jateng Cabang Sragen. Di samping itu dilakukan 
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pencairan Deposito Kas Daerah yang sebelumnya sudah ditempatkan 
pada PD BPR Djoko Tingkir No.Rek. 000640, No.Rek. 000669, 
No.Rek.000794, No.Rek. 00802, No.Rek. 000864, No.Rek. 000869 dan 
No.Rek. 000911 ke Rekening Simpeda PD BPR Djoko Tingkir No. Rek. 
3010.04408.0 pada BPD Jateng Cabang Sragen yang seluruhnya 
sebanyak 39 kali penempatan berikut deviden Pemerintah Kabupaten 
Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir dengan jumlah dana Kas Daerah 
yang ditempatkan seluruhnya sekitar Rp.29.334.500.000,- (dua puluh 
sembilan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) 
sekaligus ditempatkan dalam bentuk deposito yang digunakan sebagai 
agunan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko 
Tingkir. 
4.  Bahwa meskipun penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Djoko 
Tingkir tersebut dalam bentuk Deposito namun oleh SRI WAHYUNI, SE, 
MM selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola 
Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen yang selanjutnya menjabat 
sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola 
Keuangan Daerah Kabupaten Sragen yang salah satu tugasnya 
sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola 
Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 1 Tahun 2002 
Maret 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan 
Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen 
Jo. Keputusan Kepala Badan Pengelo la Keuangan Daerah (BPKD) 
Kabupaten Sragen Nomor: 188.4 /444 .A/30 /2005 tanggal 19 Desember 
2005 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan 
Kas Daerah Kabupaten Sragen antara lain: Mengelola Urusan Kas Daerah 
dan Melaporkan Kas daerah, penempatan Dana Kas Daerah dalam bentuk 
deposito pada PD BPR Djoko Tingkir tersebut tidak dicatat sebagai 
investasi melainkan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sragen sebagai Kas; 
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5.  Bahwa atas penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir 
tersebut diperoleh Surat Berharga berupa Bilyet Deposito yang oleh Drs. 
KUSHARDJONO selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 
(BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2003- 2004 dan Pelaksana Tugas (Plt) 
Kepala Badan Pengelo la Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen 
Tahun 2004- 2005 yang tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan 
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 
Kabupaten Sragen Nomor: 1 Tahun 2002 Maret 2002 tentang Penjabaran 
Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pengelola 
Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Jo. Keputusan Kepala Badan 
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor: 188.4 
/444 .A/30 /2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang penjabaran Tugas 
dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen 
antara lain : menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga 
yang berada dalam pengelolaannya, Bilyet Deposito tersebut tidak 
disimpan sebagai Surat Berharga milik Pemerintah Kabupaten Sragen 
namun kemudian secara bertahap digunakan untuk dijadikan jaminan 
pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen oleh pejabat Pemerintah 
Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir. Bahkan atas penggunaan 
Bilyet Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai agunan pinjaman 
tersebut, Drs. KUSHARDJONO selaku Kepala Badan Pengelola 
Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen membuat surat pernyataan 
tertanggal 14 Agustus 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 
semua Deposito atas nama Bupati Sragen QQ BPKD Kabupaten Sragen 
yang ada dan digunakan sebagai jaminan pinjaman di PD BPR Djoko 
Tingkir Kabupaten Sragen tidak akan diambil dan dicairkan sebelum 
pinjamannya lunas; 
6. Bahwa meskipun deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas 
pinjaman PD BPR Djoko Tingkir kepada Pemerintah Kabupaten Sragen 
akan tetapi uang hasil pinjaman dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 
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36.376.500.000.- (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam 
juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa, dan Drs. 
KUSHARDJONO maupun SRI WAHYUNI, SE, MM tidak pernah 
dimasukkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan yang merupakan hak 
Pemerintah Kabupaten Sragen, akan tetapi langsung dipergunakan untuk 
keper luan diluar kepentingan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai 
berikut: 
6.1.  Sebesar sekitar Rp.13.547.137.000,- (tiga belas milyar lima ratus 
empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) oleh 
SRI WAHYUNI, SE, MM dan Drs. KUSHARDJONO atas perintah 
terdakwa untuk membayarkan sebagian pinjaman dan bunga 
pinjaman pada PD BPR Djoko Tingkir terdahulu; 
6.2.  Sebesar sekita r Rp. 4.920.000.000, -(empat milyar sembilan ratus 
dua puluh juta rupiah) untuk membiayai program Recovery Fund 
yang tidak dianggarkan dalam APBD atas dasar Kebijakan terdakwa 
UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH; 
6.3.  Sebesar sekitar Rp. 20.600.700.000,- (dua puluh milyar enam ratus 
juta tujuh ratus ribu rupiah) yang secara bertahap diterima oleh SRI 
WAHYUNI, SE, MM dan Drs. KUSHARDJONO dipergunakan 
untuk: 
a.  Sebesar sekitar Rp. 17.352.563.000,- (tujuh belas milyar tiga 
ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu 
rupiah) atas perintah terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO 
SUKARNO, SH baik secara langsung kepada Drs. 
KUSHARDJONO, SRI WAHYUNI, SE, MM, Drs. ADI 
DWIJANTORO (Kepala BPKD yang menggantikan Drs. 
KUSHARDJONO) maupun melalui Sekretaris Pribadi Bupati 
dan Ajudan Bupati yaitu WAHYU WIDAYAT, SH, Msi , Drs. 
I. YUSEF WAHYUDI, DWI AGUS PRASETYO, BADRUS 
SAMSU DARUSI, SSTP, NARITO, SUWITO, SUGENG 
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BUDIOKO secara bertahap diterima oleh terdakwa dan 
digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa; 
b. Sebesar sekitar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) 
dipergunakan oleh SRI WAHYUNI, SE, MM untuk kepent i 
ngan pribadinya; 
c.  Sebesar sekitar Rp.376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam 
juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Drs. KUSHARDJONO 
dan SRI WAHYUNI, SE, MM untuk keperluan di luar 
kedinasan lainnya; 
7.  Bahwa selain terhadap PD. BPR. Djoko Tingkir, selanjutnya mulai tahun 
2006 untuk memenuhi permin taan terdakwa UNTUNG SARONO 
WIYONO SUKARNO, SH untuk mendapatkan sejumlah dana guna 
kepentingan di luar kedinasan oleh Drs. KUSHARDJONO bersama-sama 
dengan SRI WAHYUNI, SE, MM atas sepengetahuan terdakwa di 
lakukan Peminjaman dengan agunan Deposito Pemerintah Kabupaten 
Sragen pada PD BPR Karangmalang yang sahamnya sebesar 49% 
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dan sebagian lagi sebesar 
51% merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 
8.  Bahwa pelaksanaan peminjaman pada PD BPR Karangmalang diawali 
dengan Drs. KUSHARDJONO Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen yang 
juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PD BPR Karangmalang 
memanggil Direktur Utama PD BPR  Karangmalang SUPARDI yang 
didampingi Kepala Pusat Operasional PD BPR Karangmalang ENDANG 
HESTININGSIH dan Kepala bagian Kredit PD BPR Karangmalang 
TARMIDI dan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen akan 
menempatkan dana Deposito pada PD BPR Karangmalang namun 
kemudian akan dipinjam lagi dalam bentuk kredit; 
9.  Bahwa untuk persyaratan melakukan pinjaman Pemerintah Kabupaten 
Sragen pada PD BPR Karangmalang, kemudian diawali oleh terdakwa 
sendiri selaku Bupati Sragen dan dilanjutkan oleh Kepala BPKD secara 
bertahap dilakukan pencairan Giro Kas Daerah Pemerintah Kabupaten 
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Sragen Rekening DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00595.7 yang ada di 
Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sragen untuk di tempatkan ke Simpeda 
PD BPR BKK Karangmalang Sragen No. Rek. 3010.03353.2 pada BPD 
Jawa Tengah Cabang Sragen sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah 
keselu ruhan sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000 .000,- (delapan milyar 
rupiah) sekal i gus di tempatkan dalam bentuk deposito yang sebagian 
diantaranya digunakan sebagai agunan atas pinjaman Pemerintah 
Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang, 
10. Bahwa atas penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang 
tersebut diperoleh Surat Berharga berupa Bilyet Deposito yang oleh SRI 
WAHYUNI, SE, MM selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas 
Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen 
yang tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan 
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor: 
188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang penjabaran 
Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten 
Sragen antara lain : mengelola Kas Daerah dan Menyimpan Surat-Surat 
Berharga, kemudian secara bertahap sebagian Bilyet Depositonya tidak 
disimpan pada Badan Pengelola Keuangan daerah (BPKD) Pemerintah 
Kabupaten Sragen namun digunakan untuk dijadikan jaminan pinjaman 
Pemerintah Kabupaten Sragen oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen 
pada PD BPR Karangmalang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) 
perjanjian kredit atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen oleh 6 (enam) 
pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen dengan jumlah to ta l pin jaman 
sebesar kurang lebih Rp. 6.134.000.000,- (enam milyar seratus tiga puluh 
empat juta rupiah); 
11. Bahwa meskipun deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas 
pinjaman PD BPR Karangmalang kepada Pemer in tah Kabupaten Sragen 
akan tetapi uang hasil pinjaman dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 
6.134.000.000.- (enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) 
tersebut oleh terdakwa, dan Drs. KUSHARDJONO maupun SRI 
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WAHYUNI, SE, MM tidak pernah dimasukkan ke Kas Daerah sebagai 
pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen, akan 
tetapi langsung dipergunakan untuk keperluan di luar kepentingan 
Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut: 
11.1. Sebesar sekitar Rp.4.069.000.000,- (empat milyar enam puluh 
sembilan juta rupiah) diterima SRI WAHYUNI, SE, MM dan Drs. 
KUSHARDJONO dipergunakan untuk antara lain: 
a.  Sebesar sekitar Rp. 2.606.704.250,- (dua milyar enam ratus 
enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) 
oleh SRI WAHYUNI, SE, MM dan Drs. KUSHARDJONO atas 
perintah terdakwa untuk membayar pokok pinjaman dan bunga 
kredit terdahulu pada BPR Karangmalang dan BPR Djoko 
Tingkir; 
b.  Sebesar sekitar Rp.1.457.695.750,- (satu milyar empat ratus 
lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh 
ratus lima puluh rupiah) atas perintah terdakwa UNTUNG 
SARONO WIYONO SUKARNO, SH baik secara langsung 
kepada Drs. KUSHARDJONO, Drs. ADI DWIJANTORO 
(Kepala BPKD yang menggantikan Drs. KUSHARDJONO), 
SRI WAHYUNI, SE, MM maupun melalui Sekretaris Pribadi 
Bupati dan Ajudan Bupati yaitu WAHYU WIDAYAT, SH, Msi, 
Drs. I. YUSEF WAHYUDI, FAJAR EKO SATRIYO, SSTP, 
MA, DWI AGUS PRASETYO, BADRUS SAMSU DARUSI, 
SSTP, NARITO, dipergunakan secara bertahap untuk 
kepentingan di luar kedinasan terdakwa; 
c.  Sebesar sekitar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu 
rupiah) dipergunakan oleh Drs. KUSHARDJONO untuk 
kepentingan pribadinya; 
11.2. Sebesar sekitar Rp.2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah) 
diterima DARMAWAN MINTO BASUKI yang selanjutnya secara 
bertahap melalui ajudan yaitu FAJAR EKO SATRIYO, SSTP, MA, 
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DWI CAHYONO, diserahkan kepada terdakwa UNTUNG 
SARONO WIYONO SUKARNO, SH sebesar sekitar Rp. 
1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan 
dipergunakan untuk kepentingan di luar kedinasan terdakwa 
sedangkan yang sebagian sebesar sekitar Rp. 600.000.000,- (enam 
ratus juta rupiah) diserahkan kepada Drs. KUSHARDJONO dan 
tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Drs. KUSHARDJONO; 
11.3. Sebesar sekitar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) 
diterima SUHARTO, SH dipergunakan untuk kepentingan pribadi 
terdakwa untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai 
perintah terdakwa; 
12. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. KUSHARDJONO 
dan SRI WAHYUNI, SE, MM yang tidak memasukkan hasil pinjaman 
Pemerintah Kabupaten Sragen dari PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR 
Karangmalang sebagai Pendapatan yang merupakan hak Pemer in tah 
Kabupaten Sragen ke Kas Daerah Kabupaten Sragen tidak sesuai dengan 
peraturan yaitu: 
a.  Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan 
Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
Pasal 4 : 
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, 
transparan dan ber tanggung jawab dengan memperhatikan asas 
keadilan dan kepatutan; 
Pasal 11: 
Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun 
Pengeluaran Daerah di laksanakan melalui Kas Daerah; 
Pasal 34 : 
Dalam hal pengelo l aan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, 
maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas 
Daerah; 
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b.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang 
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan 
Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;  
Pasal 2 : 
Ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu 
Tahun Anggaran yang akan menjad i pener imaan Kas Daerah ; 
Pasal 66 : 
Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan maka 
Penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor 
seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah; 
c.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 
105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah; 
Pasal 4 : 
Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
dan manfaat untuk masyarakat; 
Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu 
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang set i ap 
tahun ditetapkan dengan peraturan daerah; 
Pasal 110 : 
Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan 
melalui rekening kas umum daerah ; 
d.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman 
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Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dan 
Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah; 
Pasal 4: 
Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, 
dan manfaat untuk masyarakat”; 
Pasal 127: 
Ayat (1) Semua pendapatan daerah di laksanakan melalui rekening 
kas umum daerah; 
Pasal 129 : 
Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam 
bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung 
sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau 
pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau 
pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada 
bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas 
kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; 
13. Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri 
sebesar sekitar Rp.20.875.258.750,- (dua puluh milyar delapan ratus 
tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima 
puluh rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Drs. KUSHARDJONO 
sebesar sekitar Rp.604.600.000,- (enam ratus empat juta enam ratus ribu 
rupiah) dan SRI WAHYUNI, SE, MM sebesar sekitar Rp.110.000.000,- 
(seratus sepuluh juta rupiah); 
14. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas secara 
keseluruhan telah merugikan keuangan negara sebesar 
Rp.42.510.200.000,- (empat puluh dua milyar lima ratus sepuluh juta dua 
ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pendapatan hasil pinjaman dari PD 
BPR Djoko Tingkir sebesar Rp.36.376.500.000.- (tiga puluh enam milyar 
 49 
tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pendapatan 
hasil pinjaman dari PD BPR Karangmalang sebesar Rp.6.134.000.000,- 
(enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) dimana untuk 
pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen dari PD BPR Karangmalang 
telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp.6.134.000.000,- (enam milyar 
seratus tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan pinjaman Pemerintah 
Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir sebesar 
Rp.36.376.500.000.- (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam 
juta lima ratus ribu rupiah) baru dikembalikan sekitar 
Rp.25.160.454.648,- (dua puluh lima milyar seratus enam puluh juta 
empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan 
rupiah) dan sisanya sebesar Rp.11.216.045.352,- (sebelas milyar dua 
ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua 
rupiah) tidak dapat dikembalikan sehingga Deposito milik Pemerintah 
Kabupaten Sragen yang dijadikan jaminan pinjaman dicairkan oleh PD 
BPR Djoko Tingkir sebesar Rp.11.216 .045.352,- (sebelas milyar dua 
ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua 
rupiah) untuk pembayaran pokok berikut bunga pinjaman Pemerintah 
Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir , atau set idak - t idaknya 
sekitar jumlah tersebut; 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
PRIMER: 
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 
 
SUBSIDAIR : 
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dan di tambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 
1 KUHP; 
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4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum 
Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di 
persidangan, yakni tuntutan No. Reg. Perkara : PDS-02/O.3.26/Ft.1/10/2011, 
tanggal 29 Februari 2012, dimana berdasarkan pendapat Penuntut Umum bahwa 
dari hasil persidangan perkara ini terdakwa terbukti melakukan tindak pidana 
yang didakwakan dalam dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 
1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo 
Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim 
Pengadilan Tipikor Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, 
memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH 
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 
3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
2.  Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UNTUNG SARONO 
WIYONO SUKARNO, SH selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa 
tetap ditahan. 
3.  Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 
4.  Membayar uang pengganti kepada negara cq Pemerintah Kabupaten Sragen 
sebesar Rp. 42.410.500.000,- (empat puluh dua milyar empat ratus sepuluh 
juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi pengembalian sebesar Rp. 
31.294.154.648,- (tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta 
seratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) 
menjadi sebesar Rp. 11.216.045.352,- (sebelas milyar dua ratus enam belas 
juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan jika 
terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan 
sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
maka harta benda milik terpidana agar disita dan dilelang untuk menutupi 
uang pengganti tersebut. jika terpidana tidak mempunyai harta yang 
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mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana 
penjara selama 5 (lima) tahun. Apabila terdakwa membayar uang pengganti 
yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, 
maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan 
dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti 
dari kewajiban membayar uang pengganti. 
5.  Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah). 
5. Amar Putusan 
Adapun amar putusan Hakim dalam kasus tindak Padana Korupsi putusan 
No.78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg adalah sebagai berikut: 
1.  Menyatakan bahwa Terdakwa H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH. tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair. 
2.  Membebaskan Terdakwa H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH. dari 
segala dakwaan. 
3.  Memulihkan hak Terdakwa H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH. dalam 
kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya. 
4.  Membebaskan Terdakwa dari tahanan RUTAN. 
 
B. Pembahasan 
1. Kesesuaian Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan 
Undang-Undang Tipikor dan KUHAP 
Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang 
pengadilan. Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk mencari dan 
mendapatkan kebenaran materiil, bukan untuk mencari kesalahan seseorang. 
Menurut Yahya Harahap (1985: 769): “Pembuktian ialah ketentuan-ketentuan 
yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh 
Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”. Pernyataan ini dipertegas dalam 
penjelasannya yaitu, bahwa : “Pembuktian juga merupakan suatu ketentuan yang 
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mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan menurut Undang-Undang dan yang 
boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan dari seorang 
terdakwa” (M. Yahya Harahap, 2006: 769). 
M. Yahya Harahap, 2006: 262) juga menyatakan : “Sehubungan dengan 
pembahasan sistem pembuktian, ada prinsip yang sangat perlu untuk dibicarakan, 
yakni masalah asas minimum pembuktian. Minimum pembuktian yang dianggap 
cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya 
atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk 
membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:  
a.  Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan 
seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan 
kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan, dan 
tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain;  
b.  Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu merupakan keterangan dua 
orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun 
penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, 
asal keterangan keduanya saling berkesesuaian”.  
Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembuktian dalam tindak pidana 
korupsi putusan No. 78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg menggunakan berbagai 
alat bukti, yaitu: 
a.  Keterangan Saksi 
Menurut Pasal 1 butir (26) KUHAP merumuskan : “Saksi adalah 
orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, 
penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri.” Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana Indonesia mengikuti Prinsip dari teori pembuktian Negatif Wettelijk 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto.  
Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam sidang pembuktian, hakim 
wajib menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang negatif 
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(negatifef wetterlijk). Hal ini sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang 
merumuskan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”  
Alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang 
paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara 
pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua 
perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan saksi. Sekurang-
kurangnya, di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih diperlukan 
pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Maka dari itu untuk menjadi 
seorang saksi harus memenuhi syarat materiil dan formil.  
Menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud 
dengan saksi adalah: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara 
pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.  
Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 
sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 
KUHAP ini 82 adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang 
pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi, yang 
ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap 
pribadi, gerak-geriknya dan yang lain-lain. Saksi yang dihadirkan dalam 
persidangan nantinya akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian 
yang kuat dan nantinya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus 
suatu perkara pidana. Disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa 
saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai 
keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing. 
Kemudian lafal sumpah atau yang diucapkan berisi bahwa saksi akan 
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang 
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sebenarnya yang dilakukan sebelum saksi memberikan keterangannya dalam 
persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah 
atau janji ini dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangannya 
sesuai dengan Pasal 160 ayat (4), jika saksi yang dihadirkan tidak disumpah 
karena permintaan sendiri atau pihak yang lain tidak bersedia saksi untuk 
disumpah karena saksi ditakutkan akan berpihak pada salah satu pihak, maka 
keterangan dari saksi tersebut tetap digunakan, akan tetapi sifatnya hanya 
digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.  
Selain itu saksi yang karena jabatannya tidak dapat menjadi saksi 
akan tetapi mereka tetap bersedia menjadi saksi maka dapat diperiksa oleh 
hakim akan tetapi tidak disumpah karena itu merupakan perkecualian relatif 
karena menyimpan rahasia jabatan. Saksi yang dihadirkan diharapkan sudah 
dewasa sehingga keterangannya bisa dipercaya dan dapat dipertanggung 
jawabkan. Saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji didepan 
pengadilan saat akan diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah 
maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera yang didasarkan penetapan 
hakim ketua sidang, paling lama penyanderaan adalah empat belas hari (Pasal 
161 KUHAP).  
Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan sebagai berikut : 
"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 
berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 
pengetahuannya itu". Dengan demikian kesaksian yang didengar dari orang 
lain atau biasa disebut dengan "testimonium de auditu" bukan merupakan 
keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari 
hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).  
Penegasan rumusan Pasal 1 butir 27 KUHAP dihubungkan dengan 
Pasal 135 ayat (1) KUHAP dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
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1)  Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri dalam 
peristiwa pidana yang terjadi atau di luar dari yang dilihat dan dialaminya 
dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar 
pendengaran, penglihatan atau pengalaman sadar mengenai suatu 
peristiwa pidana terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat 
bukti. Keterangan semacam ini tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.  
2) Testimonium de auditu keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil 
pendengarannya dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. 
Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari yang 
didengarnva dari orang lain, keterangan saksi seperti ini tidak dapat 
dianggap sebagai alat bukti.  
3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran bukan merupakan 
keterangan. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu setiap 
keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus 
dikesampingkan dari pernbuktian dalam membuktikan kesalahan 
terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran 
pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. 
Mengenai keterangan saksi de auditu ini, Mr. S.M. Amin dalam 
Leden Marpaung (1994: 33) telah memberikan penjelasan sebagai berikut: 
"Kesaksian de auditu adalah keterangan tentang kenyataan-kenyataan, dan 
hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami bukan oleh saksi sendiri akan 
tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya 
mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau 
dialami sendiri oleh orang lain tersebut". 
Tidak setiap orang dapat menjadi saksi dalam persidangan, selain 
karena ketidak cakapannya menjadi saksi, yang tidak dapat menjadi terutama 
karena mempunyai hubungan dekat dengan terdakwa karena cenderung tidak 
bernilai obyektif dan cenderung membela terdakwa, diantaranya :  
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1)  Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah 
sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 
terdakwa;  
2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara 
ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena 
perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.  
3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 
bersamasama sebagai terdakwa.  
4) Orang yang mempunyai hubungan pekerjaan, harkat, martabat, atau 
jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia yang ditentukan Undang- 
Undang. 
Kemudian dalam Pasal 171 KUHAP ditentukan saksi yang tidak 
disumpah yaitu :  
1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah 
kawin.  
2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali. 
Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum 
berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, 
sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa 
disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara 
sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah 
atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya 
dipakai sebagai petunjuk saja. Keterangan saksi agar menjadi kuat maka 
harus dihadirkan saksi lebih dari seorang dan minimal ada dua alat bukti 
karena keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti yang lain tidak 
cukup membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah terhadap dakwaan 
yang didakwakan kepadanya (unus testis nullus testis).  
Dalam hal terdakwa memberikan keterangan yang mengakui 
kesalahan yang didakwakan kepadanya, keterangan seorang saksi sudah 
cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena disamping keterangan 
saksi tunggal itu, telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan the 
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degree of evidence yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti 
keterangan terdakwa. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang 
dikehendaki Pasal 185 ayat (2) adalah : 1) Untuk dapat membuktikan 
kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi; 2) 
Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian 
tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang 
lain (Leden Marpaung, 1994: 228).  
Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam 
pemeriksaan perkara pidana. Dalam Pasal 185 ayat (6) untuk menilai 
kebenaran keterangan saksi hakim harus memperhatikan: a) Persesuaian 
antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya; b) Persesuaian antara 
keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; c) Alasan yang mungkin 
dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d) Cara 
hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat 
mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Saksi adalah suatu 
alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai 
suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan 
menyebutkan alasan dari perbuatannya itu.  
Pengertian keterangan saksi dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (27) 
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana sebagai berikut : “Keterangan saksi adalah salah satu 
alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai 
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”  
Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam Putusan PN. Semarang 
Nomor: No. 78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg merupakan alat bukti yang 
sah dan hakim bebas memakai sebagai alat bukti saksi untuk dasar 
pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas yakni 
kepada terdakwa H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH. dari segala 
dakwaan. 
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Berikut merupakan keterangan dari saksi-saksi yang memberikan 
keterangannya tentang terdakwa : 
1) Saksi Widodo, SH. Saksi bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sragen sebagai staf. Bahwa pada saat Saksi masih menjabat sebagai 
Direktur PD BPR Djoko Tingkir Sragen antara tahun 1993 sampai dengan 
11 Pebruari 2008, dalam rentan waktu tersebut di Pemkab. Sragen Saksi 
pernah menempatkan Deposito, dan juga melakukan pinjaman dari PD 
BPR Djoko Tingkir. Bahwa Saksi mengetahui ada pengembalian 
pinjaman yang tidak lancar dari laporan BPR Djoko Tingkir walaupun 
saksi sudah tidak di PD BPR Djoko Tingkir sejak pebruari 2008. Bahwa 
saksi mendengar jumlah pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen sekitar 
Rp.11.007.600.000,- yang belum terselesaikan, akan tetapi masih ada 
jaminan di PD BPR Djoko Tingkir berupa Bilyet Deposito yang nilainya 
diatas nilai pinjaman. 
2) Saksi Sunarno, SE, yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi 
bekerja di PD BPR Djokotingkir sejak tahun 1999 sampai dengan 
sekarang.  Pada tahun 2003 saat itu saksi menjabat sebagai kepala bagian 
Kredit sampai dengan tahun 2009. Tugas pokok saksi sebagai kepala 
bagian kredit adalah melakukan penyaluran dana kredit/pinjaman kepada 
nasabah. Bahwa saksi mengetahui selama saksi bertugas dibagian kredit 
masih ada yang belum selesai dalam pengembalian pinjaman itu yaitu 
sekitar Rp.11.007.900.000,- yang karena macet. Bahwa ada surat yang 
dikirimkan oleh Direk tur PD BPR Djoko Tingk ir berkaitan dengan 
sudah jatuh tempo atau karena belum dilunasi dan Surat peringatan 
tersebut dikirimkan dan ditujukan kepada Kepala BPKD. Bahwa 
pinjaman tersebut sampai dengan 6 Juli 2011 sudah diselesaikan dengan 
cara pengembalian posisi terakhir itu dengan cara mencairkan deposito 
sebesar Rp.11.007.6500.000,-. Bahwa ada kelebihan dari pencairan 
deposito tersebut dan dimasukkan ke Kasda.  Bahwa pinjaman tersebut 
hanya dengan jaminan Bilyet Deposito atas nama BPKD dan Bupati 
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sehingga pemberian kredit/pinjaman tersebut saksi anggap itu pemerintah 
jadi saksi percaya. 
3) Saksi Efendi Heri Susanto, SE, yang menerangkan pada pokoknya 
sebagai berikut : Bahwa saksi bekerja di PD BPR Djoko Tingkir sejak 
bulan Nopember 2004 sebagai pegawai kontrak dan baru diangkat pada 
tahun 2006. Bahwa saksi mengetahui Pem. Kab. Sragen memiliki 
pinjaman mulai tahun 2003. Bahwa saksi pernah membuka file 
kredit/pinjaman dan terdapat 2 (dua) nama sebagai peminjam yaitu Drs. 
Koeshardjono pada tahun 2004 sampai dengan 2011 SPK dibuat tahun 
2003 atas nama Drs. Koeshardjono sebagai peminjam dalam hal ini 
sebagai/mewakili bertindak untuk dan atas nama PemKab. Sragen, serta 
ada juga pinjaman yang atas nama Drs. Adi Dwijantoro. Bahwa 
sepengetahuan saksi pada tahun 2004 Drs. Koeshardjono sebagai Sekda. 
4) Saksi Sri Hardiarti, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: 
Bahwa saksi adalah Pensiunan mantan Kepala Dinas Peternakan 
Kabupaten Sragen. Bahwa hubungan saksi dalam perkara Terdakwa H. 
UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, S.H. adalah pada saat saksi 
masih menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Terdakwa sebagai 
Bupati Sragen. 
5) Saksi Achmadi Sri Hartono, S.Sos, yang menerangkan pada pokoknya 
sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2003 saks i menjabat sebagai Kepala 
Litbang dan Diklat. Saksi pernah pinjam pada tanggal 31 Desember 2003, 
dan permohonannya atas nama Kepala Badan Litbang dan Diklat. Saksi 
ke PD BPR Djoko Tingkir bertemu dengan Direktur (Widodo) dan saksi 
menyampaikan mengenai untuk Satker ini ada yang membutuhkan dana 
PAD 200 juta rupiah dan tanggungan kurang lebih 300 juta rupiah. 
6) Saksi Drs. Sumarno, M.Si , yang menerangkan pada pokoknya sebagai 
berikut: Bahwa saksi pernah meminjam dana dari PD BPR Djoko Tingkir,  
PD BPR Djoko Tingkir itu adalah milik Perumda. Bahwa pinjaman yang 
saksi lakukan tersebut sudah dilunasi dan yang melunasi yaitu Drs. 
Koesharjono dan Sri Wahyuni (Kepala BPKD dan Bendaharanya). Saksi 
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yang melakukan pinjaman tersebut ke BPR Djokotingkir tetapi yang 
melunasi pinjaman itu adalah Drs. Koesharjono dan Sri Wahyuni, itu 
karena saksi disuruh pinjam tetapi yang akan membayar Drs. 
Koesharjono dan Sri Wahyuni. 
7) Saksi Pono, SE, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: 
Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Direktur Utama PD BPR Djoko 
Tingkir Sragen berdasarkan SK Bupati Nomor: 800/136/02/2008, tanggal 
26 Juli 2008 tentang Pengangkatan/Penunjukan Direktur Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Djoko Tingkir Kabupaten 
Sragen Masa bakti 2008 s/d 2012. Saksi mengetahui mengenai 
penempatan dana Kasda di PD BPR Djoko Tingkir dalam bentuk 
deposito. 
8) Saksi Surono Hadi , SH, MM, yang menerangkan pada pokoknya 
sebagai berikut: Bahwa saksi mengetahui karena ada surat penempatan 
dari Bupati pada 13 Juni 2003 untuk menempatkan dana Rp.1.000 .000 
.000 , - sebagai deposito terdiri dari 2 Bilyet Deposito dengan jangka 
waktu 1 bulan, dan deposito itu sudah dicairkan. Bahwa deposito tersebut 
atas nama Bupati QQ Kepala BPKD. 
Dalam persidangan tindak pidana korupsi No. 78/Pid. Sus/2011/PN-
TIPIKOR-Smg dengan terdakwa H. UNTUNG SARONO WIYONO 
SUKARNO, S.H, majelis Hakim menghadirkan 42 saksi. Dalam 
pengambilan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan 
materiil. Perihal syarat formil ini dalam praktik asasnya bahwa keterangan 
saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya 
masingmasing. Hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : 
89 “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucap sumpah atau janji 
menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan 
yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Apabila 
keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain 
bukanlah merupakan alat bukti, akan tetapi, jikalau keterangan tersebut 
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selaras dengan saksi atas sumpah, keterangannya dapat dipergunakan sebagai 
alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHAP). Asas “Unus testis 
nullus testis” yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) yaitu: “Keterangan 
seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah 
terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Isi Pasal ini menjelaskan 
bahwa satu alat bukti tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah.  
Perihal syarat materiil dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 
27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang ditentukan bahwa: Pasal 1 angka 27 
KUHAP merumuskan : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang 
saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan 
alasan dan pengetahuannya itu”. Pasal 185 ayat (1) KUHAP “Keterangan 
saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. 
Dengan demikian, jelaslah sudah terhadap pendapat maupun rekaan, yang 
diperoleh dan hasil pemikiran saja dan beredar di luar persidangan, bukan 
merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). 
b.  Keterangan Ahli 
Untuk terbuktinya tindak pidana korupsi, maka unsur-unsur tindak 
pidana korupsi yang didakwakan harus terbukti semuanya. Untuk 
membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi, peran dan kedudukan alat 
bukti petunjuk yang dibentuk melalui alat bukti informasi dan alat bukti 
dokumen tadi perlu ditambah dengan setidak-tidaknya satu alat bukti lain 
yang sah, misalnya alat bukti petunjuk ditambah dengan alat bukti keterangan 
ahli. Kebutuhan akan ahli dalam persidangan perkara pidana merupakan salah 
satu konsekuensi logis dari perkembangan hukum di masyarakat. Bismar 
Siregar (1983: 89) menilai bahwa meningkatnya kehidupan masyarakat juga 
berarti meningkatkan kebutuhan hukum. 
Pendapat serupa juga dikemukakan M. Yahya Harahap (2006: 146) 
yang memperkirakan peranan ahli dalam pemeriksaan peristiwa pidana pada 
masa mendatang semakin menonjol dan diperlukan seiring perkembangan 
ilmu dan teknologi yang melibatkan hasil ilmu dan teknologi dalam 
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kejahatan. Demikian halnya pada pembuktian perkara tindak pidana korupsi 
tergolong sukar, berhubung dilakukan secara sistematis, terencana oleh 
oknum yang berpendidikan terutama birokrat dan pengusaha yang amat kuat. 
Dengan dicantumkannya keterangan ahli dalam KUHAP, maka peran 
ahli dalam pemeriksaan perkara, baik pada tingkat penyidikan maupun 
persidangan tidak dapat diabaikan begitu saja. Keterangan ahli sangat 
berguna dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Keterangan 
ahli sangat dibutuhkan karena jaksa penuntut umum, penasihat hukum, 
maupun hakim memiliki pengetahuan yang terbatas. Ada kalanya 
pemeriksaan perkara pidana terkait dengan bidang ilmu lain yang tidak 
dikuasai oleh penegak hukum. Keterangan ahli juga berguna untuk 
meyakinkan hakim serta terdakwa dan penasihat hukum yang 
mendampinginya ketika alat bukti yang diajukan kurang optimal. Seperti 
dalam upaya membuktikan suatu perbuatan suap, jaksa cenderung memiliki 
alat bukti yang minim, umumnya berupa rekaman suara hasil penyadapan 
telepon. 
Untuk mendapatkan keyakinan tentang suara siapa yang berbicara 
dalam rekaman tersebut, maka jaksa akan menghadirkan ahli suara. Djoko 
Prakoso menegaskan lebih lanjut bahwa KUHAP telah menentukan 
keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, maka konsekuensinya hakim 
tidak dapat mengenyampingkan begitu saja keterangan ahli. Hakim tidak 
dapat mengabaikan keterangan ahli tetapi jika proses pembuktian tindak 
pidana banyak membutuhkan kemampuan ahli yang menguasai ilmu 
pengetahun dan teknologi. 
Oleh karena itu, hakim harus dapat menyesuaikan penilaiannya akan 
eksistensi keterangan ahli dengan perkara pidana yang ditanganinya, serta 
memiliki argumen dalam menerima atau menolak suatu keterangan ahli. Pada 
perkara tindak pidana korupsi terkadang diperlukan keterangan ahli untuk 
dapat membantu membuat perkara menjadi jelas. Maka penuntut umum, 
terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa, ataupun hakim menghadirkan 
keterangan ahli di persidangan. Keterangan ahli dalam perkara korupsi tidak 
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sembarangan saksi ahli, tetapi ahli yang memiliki kemampuan atau keahlian 
yang berhubungan dengan kasus dan keahliannya tersebut dapat membuat 
terang kasus tersebut. 
Berikut merupakan keterangan dari saksi-saksi ahli dalam Putusan 
PN. Semarang Nomor: No. 78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg dengan 
terdakwa terdakwa H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH. yang 
memberikan keterangan sebagai berikut: 
1) Saksi Ahli Luciana Marlyan Haryanti, yang merupakan ahli dari Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa 
Tengah dengan pangkat sebagai Auditor Ahli Muda. Tugas ahli adalah 
sesuai surat tugas sebagai contoh melakukan audit karena ada permintaan 
tentang perhitungan keuangan negara dan itu yang meminta adalah JPU. 
Kewenangan BPKP sesuai dengan BAP Penyidik, bahwa ada permintaan 
dari Kejati Semarang untuk melakukan audit berkaitan adanya dugaan 
Tindak pidana korupsi daerah sragen. 
Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli Luciana Marlyan Haryanti di 
persidangan adalah: 
a) Bahwa Bilyet Deposito yang dijadikan jaminan kredit itu milik 
PemKab. Sragen.  
b) Bahwa kami tidak meninjau proses awalnya tetapi bahwa ada  Kasda 
yang dicairkan dan yang mencairkan BPR Djokotingkir, dan Bilyet 
Deposito itu sudah tidak menjadi milik Pem.kab. Sragen lagi. 
c) Bahwa pencairan itu kami lihat dokumen di BPR Djokotingkir dan 
Bilyet Deposito itu dicairkan untuk pelunasan pinjaman. 
d) Bahwa pelunasan pin jaman i tu atas nama Drs. Koesharjono dan Drs. 
Adi Dwijantoro, pencairan Bilyet Deposito itu Rp. 11.729.000.000,- 
dan karena ada pengambalian Rp. 500.000.000,- ke kas daerah maka 
kami hitung selisihnya itu sebagai kerugian negara. 
e) Bahwa temuan lain adalah bunga deposito yang dimasukan ke kas 
daerah dan Bilyet Deposito dijadikan jaminan kredit. 
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f) Bahwa ada penempatan deposito di BPR Djokotingkir sejak tahun 
2003 sebanyak 8 kali penempatan pertama atas perintah terdakwa 
sedang 7 kali penempatan atas perintah Drs. Koesharjono, pada tahun 
2004 ada 19 kali penempatan atas perintah Drs. Koesharjono, pada 
tahun 2005 ada 8 kali penempatan atas perintah Drs. Koesharjono dan 
7 kali penempatan atas perintah Drs. Adi Dwijantoro. 
g) Bahwa sumberdana yang di tempatkan dalam bentuk deposito itu 
berasal dari dana kasda dan penempatan deposito itu tercatat sebagai 
kas bukan sebagai investasi. 
h) Bahwa penempatan deposito itu menguntungkan kas daerah karena 
ada bunga yang diterima. 
i) Bahwa menurut ahli kalau peminjaman atas nama Drs. Koesharjono 
(peminjam) dan yang dijadikan jaminan adalah Bilyet Deposito milik 
pemda maka itu tidak masuk dalam LHA Neraca. 
j) Bahwa pinjaman-pinjaman itu atas nama pejabat yang tercantum, dan 
untuk apa pinjman itu dilakukan bukan merupakan lingkup audit 
kami. 
k) Bahwa kerugian negara itu ada setelah tanggal 2 Juli dan tanggal 6 
Juli, bahwa ada deposito yang keluar dan tidak menjadi milik 
Pemkab. 
l) Bahwa kerugian negara itu sebenarnya semenjak Bilyet Deposito itu 
dijadikan jaminan tetapi perhitunganya secara riil setelah ada 
pencairan jaminan tersebut. 
m) Bahwa pengalihan dana masih dibolehkan menurut PP 105 Tahun 
2000 dan proses itu masih berjalan di tahun 2003 sampai dengan 
2005. 
n) Bahwa ahli hanya menghitung jumlah kerugian negara yang 
ditimbulkan atas pencairan Bilyet Deposito sedangkan siapa yang 
bertanggung jawab atas pinjaman dan kerugian negara adalah bukan 
ranah yang diaudit. 
 65 
o) Bahwa audit yang dilakukan adalah audit PKKN yaitu Penghitungan 
Kerugian Keuangan Negara, bukan audit investigasi, bahwa audit 
PKKN itu dilakukan karena data-data sudah cukup dari Penyidik. 
p) Bahwa terhadap pinjaman di BPR BKK Karangmalang tidak ada 
kerugian negara karena sudah dilunasi. 
2) Saksi Ahli Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH dan Drs. 
Reydonnyzar Moenek, M.Devt . M sebagai dibidang Administrasi Negara 
Khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada intinya 
memberikan keterangan bahwa berka itan dengan pinjaman ini karena 
tidak memenuhi persyaratan maka status pinjaman itu bukan pinjaman 
daerah dan terhadap peminjamnya harus mengembalikan sesuai Pasal 
1320 BW; 
Berdasarkan kasus tersebut, didapat beberapa jenis keahlian yang diperlukan 
sebagai keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu : 
1) Keahlian di bidang auditing 
Asal kata auditing adalah audit yang berarti suatu proses 
sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 
mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi 
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-
pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan 
(Mulyadi. 2002: 5). Orang yang melakukan auditing adalah auditor. 
Berdasarkan kasus perkara tindak pidana korupsi yang 
menghadirkan keterangan ahli terlihat bahwa hampir semua kasus tindak 
pidana korupsi menghadirkan keterangan ahli yang memiliki kemampuan 
di bidang auditing, yaitu auditor dari BPKP. Hal ini dikarenakan dalam 
menentukan telah terjadi suatu perkara tindak pidana korupsi, maka 
semua unsur-unsur terkait dengan tindak pidana korupsi harus dapat 
dibuktikan. Salah satu unsur dari tindak pidana korupsi adalah adanya 
kerugian negara yang diakibatkan. Perhitungan terhadap kerugian negara 
yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dilakukan oleh auditor dari 
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BPKP, sehingga hampir semua perkara tindak pidana korupsi 
memerlukan keterangan ahli di bidang auditing. 
2) Keahlian di bidang hukum 
Keterangan ahli di bidang hukum tidak hanya terpaku pada ahli di 
bidang hukum pidana saja, tetapi juga di bidang hukum perdata maupun 
hukum administrasi. Hadirnya ahli di bidang hukum terutama ahli hukum 
pidana dalam praktek hukum acara pidana masih sering diperdebatkan. 
Biasanya keterangan ahli di bidang hukum diperlukan dalam upaya 
memahami hukum melalui teori. Para akademisi memiliki pandangan 
yang berbeda dalam menilai suatu kasus dari pada praktisi, hal tersebut 
dikarenakan akademisi meneliti lebih banyak kasus dengan sudut 
pandang yang berbeda. Kehadiran ahli di bidang hukum dapat 
dimanfaatkan untuk memberikan masukan dan menjadi pegangan bagi 
hakim dalam memutus perkara. Terlebih jika hal yang akan diterangkan 
oleh ahli tersebut merupakan sesuatu hal di bidang hukum yang masih 
diperdebatkan atau aturan hukumnya belum jelas. Seperti contoh 
mengenai kewenangan BPK dan BPKP dalam melakukan perhitungan 
kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. 
Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus melalui berbagai 
pertimbangan. Pada 3 (tiga) perkara tindak pidana korupsi yang 
menghadirkan keterangan ahli dalam persidangannya yang dianalisis 
menunjukkan bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan adalah keterangan yang diberikan oleh saksi ahli. 
Berdasarkan hasil analisis penulis, majelis hakim dalam memutus 
bebas terdakwa H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH. kurang 
mempertimbangkan pendapat atau keterangan ahli yang diajukan pihak 
penuntut umum. 
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2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan yang 
Menyatakan Terdakwa Bebas Dari Segala Dakwaan Dalam Perkara 
Korupsi dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP 
Dasar pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa H. 
Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan 
Primair maupun Dakwaan Subsidair adalah sebagai berikut: 
Bahwa Terdakwa dalam surat  dakwaan Primer, dihadapkan Penuntut 
Umum ke persidangan karena melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah 
dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan 
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai 
berikut : 
1.  Setiap orang ; 
2.  Secara Melawan Hukum ; 
3.  Melakukan perbuatan memperkaya diri sediri atau orang lain atau koorporasi; 
4.  Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; 
5.  Yang melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan ; 
Keterangan: 
1.  Unsur Setiap Orang  
Bahwa unsur “setiap orang” maksudnya adalah orang perseorangan 
atau termasuk koorporasi yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum atau 
siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak 
pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung 
jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta apakah tidak ada 
alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan ancaman 
pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di 
persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa sendiri, 
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dan bukti-bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan 
sebagai berikut: 
a. Menurut Martiman Prodjohamidjoyo, SH., MM, dalam bukunya 
“Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi” menjelaskan 
bahwa setiap orang adalah subjek hukum tindak pidana korupsi, dan 
menurut Prof. Subekti, SH., mendefenisikan subjek hukum adalah 
pembawa hak atau subjek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. 
Sudigno Mertokusumo, SH., mendefenisikan subjek hukum adalah segala 
sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban menurut hukum; 
b. Bahwa Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap 
orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi; 
c. Ada juga pendapat yang berkembang, bahwa menurut doktrin ilmu 
hukum pidana dan praktek peradilan, senyatanya terdapat 2 (dua) 
pandangan yang saling berbeda dan bertolak belakang sehubungan 
dengan unsur “barang siapa”. Pendapat Pertama menyatakan bahwa unsur 
barang siapa bukanlah merupakan bestanddele delict karena kata barang 
siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak 
perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan 
bahwa unsur “barang siapa” merupakan bestandeel delict karena apabila 
ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggungjawab 
untuk dijatuhi pidana. 
d. Berdasarkan fakta yang ada di persidangan serta memperhatikan pendapat 
Penuntut Umum sesuai dengan pembuktian yang ada menyatakan bahwa: 
1) Terdakwa Untung Sarono Wiyono Sukarno sebagai Bupati Sragen; 
2) Terdakwa Untung Sarono Wiyono Sukarno menerima gaji atau upah 
dari keuangan negara atau daerah; 
3) Terdakwa Untung Sarono Wiyono Sukarno selama menjalani proses 
persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; 
4) Terdakwa Untung Sarono Wiyono Sukarno sebagai pelaku yang 
disangka telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 
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dan pada diri terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki 
kemampuan untuk ber tanggungjawab. 
e. Bahwa menurut Majelis telah jelas dan tegas pembuktian unsur “setiap 
orang”, yaitu subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak 
pidana adalah bergantung kepada pembuktian delik intinya, sebab unsur 
“setiap orang” merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri 
sendiri dan tidak dapat di tempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan 
sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
melakukan dakwaan subsidair. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah 
Agung No. 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara 
Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang 
hanya merupakan kata ganti orang, bahwa unsur ini baru mempunyai 
makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lain dalam perbuatan 
yang didakwakan dalam kaitan dengan “setiap orang”. Dengan demikian, 
untuk menentukan unsur “setiap orang” dalam tuntutan yang ditujukan 
kepada terdakwa Untung Sarono Wiyono Sukarno sebagai subyek hukum 
yang melakukan tindak pidana korupsi, tidak secara otomatis terbukti 
dengan mengajukan terdakwa di dalam persidangan ini. Jika unsur-unsur 
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang merupakan delik 
inti (bestanddeel delict ) dari suatu tindak pidana yang dituntut oleh Jaksa 
Penuntut Umum tidak terbukti, unsur “setiap orang” yang ditujukan 
kepada terdakwa Untung Sarono Wiyono Sukarno sebagai subyek hukum 
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. 
f. Bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah terpenuhi atau tidak 
unsur setiap orang, maka menurut Majelis terlebih dahulu harus dipenuhi 
unsur-unsur lain dari dakwaan primer ini, mengingat unsur setiap orang 
akan megikuti dengan sendirinya apabila unsur-unsur lain dari Pasal yang 
didakwakan telah terbukti atau telah memenuhi unsur Pasal yang 
didakwakan Penuntut Umum; 
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2.  Unsur Secara Melawan Hukum; 
a.  Bahwa memperhatikan Pasal demi Pasal Undang-Undang No.31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak diatur secara 
tegas yang dimaksud dengan pengertian “Melawan hukum”; 
b. Bahwa berdasarkan penafsiran autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang No.31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan secara melawan hokum adalah mencakup perbuatan melawan 
hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun 
perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang- 
undangan, namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai 
dengan rasa keadilan atau norma-norma atau ugeran-ugeran kehidupan 
sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau 
dikenakan nestapa; 
c. Bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, maka 
dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengikuti 2 
(dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu ajaran melawan 
hukum yang formil atau sifat melawan hukum yang materiil; 
d. Bahwa menurut para ahli hukum, Simon, menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan wederechteljkheid atau perbuatan melawan hukum 
adalah tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis akan tetapi juga 
bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis; 
e. Bahwa menurut Van Hattum yang dikutip oleh PAF Lumintang dan 
disadur oleh DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH. MH. dalam 
bukunya Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, menyatakan 
bahwa “wederech telijkheid” dibedakan antara “foemiele wederech 
telijkheid” dan “materielle wederechtelijkheid” dimana menurut ajaran 
sifat melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya 
dapat dipandang bersifat “wederech telijkheid” apabila perbuatan tersebut 
memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik 
menurut undang-undang, dan menurut ajaran sifat melawan hukum dalam 
arti materil adalah suatu perbuatan itu dapat dipandang bersifat melawan 
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hukum atau tidak, masalahnya bukan saja ditinjau sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau 
menurut azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, dan 
selanjutnya menurut Moeljatno, bahwa sifat melawan hukum materil 
tersebut dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, disatu pihak berfungsi 
negatip, dipihak lain berfungsi positif, fungsi yang negatip dari sifat 
melawan hukum yang materil berarti mengecualikan perbuatan yang 
meskipun masuk dalam perumusan undang-undang, namun tidak 
merupakan tindak pidana, sebaliknya fungsi yang positif, yaitu perbuatan 
tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan itu 
dianggap keliru; 
f. Bahwa Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH. menyatakan bahwa suatu 
perbuatan itu dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila 
dipenuhi dua ukuran yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan 
hukum materil. Diterimanya sifat melawan hukum materil berarti 
diterimanya penafsiran yang intensif dan diterimanya pengaruh hukum 
perdata yaitu azas onrechtmatigedaad di dalam hukum pidana; 
g. Bahwa menurut Ruslan Saleh menyatakan bahwa ajaran melawan hukum 
yang materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis 
tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran 
melawan hukum yang fomil berpendapat bahwa melawan hukum adalah 
bertentangan dengan hukum tertulis saja; 
h. Bahwa menurut ahli hukum pidana sebagaimana tersebut di atas, terdapat 
dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum yang meteril yaitu ajaran sifat 
melawan hokum materil dalam fungsinya yang positif dan ajaran sifat 
melawan hukum materil yang fungsinya negatif, dimana di dalam 
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 
2001 menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya 
yang positif; 
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i. Bahwa menurut rumusan hukum pidana, perbuatan melawan hukum juga 
dianggap sebagai perbuatan yang telah melanggar dan bertentangan 
dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain dan tidak mempunyai 
hak sendiri; 
j.  Bahwa selanjutnya unsur “secara melawan hukum atau dengan 
menyalahgunakan kekuasaan” ini mengandung adanya dua elemen yang 
bersifat alternatif. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen 
tersebut, apakah “secara melawan hukum” atau “dengan 
menyalahgunakan kekuasaan” , maka unsur ini telah terpenuhi; 
k.  Bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang No. 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara 
melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal 
mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, 
yang dikutip berbunyi sebagai berikut: “Agar dapat menjangkau berbagai 
modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian 
negara yang semakin canggih dan rumit, maka ti ndak pidana yang diatur 
dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi 
perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil”. 
Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa: 
“yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” dalam Pasal ini 
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam 
arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut 
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma- 
norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat 
dipidana”; 
l.  Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian dalam hubungan dengan 
unsur melawan hukum dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU 
No.20 tahun 2001 dan perbuatan pidana menurut Pasal 3 UU No. 31 
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Tahun 1999 khususnya unsur melawan hukum, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi; 
m.  Bahwa salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka 
unsur-unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis dan 
untuk itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair serta 
selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan subsidair dari 
Jaksa Penuntut Umum; 
Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu 
Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 
jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 
No. 21 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
jo Pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : 
1.  Setiap orang 
2.  Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan ; 
3.  Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
koorporasi ; 
4.  Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; 
Keterangan: 
1. Unsur Setiap Orang  
Pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31 
Tahun 1999, tidak sama dengan pengertian setiap orang yang termaktub 
dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Dalam Pasal 3 UU No. 31 
Tahun 1999 ditentukan suatu syarat yang menyertai unsur setiap orang, 
bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu 
jabatan atau kedudukan. Sedangkan unsur jabatan atau kedudukan 
sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 3 tersebut tidak disyaratkan dalam 
Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. 
R. Wiyono, SH., dalam bukunya “Pembahasan Undang- Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ” menjelaskan, bahwa oleh karena 
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yang dapat memangku suatu jabatan atau kedudukan hanya orang 
perseorangan, maka tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 
31 Tahun 1999 hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan, sedangkan 
korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian 
unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 
memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 
31 Tahun 1999. 
Bahwa ketika peristiwa pidana terjadi Terdakwa adalah Bupati 
Kabupaten Sragen yang mempunyai jabatan dan kedudukan sebagaimana 
dimaksud dan disyaratkan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari pengertian di atas dapatlah 
disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan 
“Pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia 
terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti 
tindak pidana telah terbukti semuanya. 
Menurut Majelis dalam memberikan pengertian setiap orang tidak 
bisa dikaitkan dengan uraian kesalahan Terdakwa, karena sesuai dengan azas 
hukum pidana, masalah kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban 
pidana, bukan masalah perbuatan pidana, karena di Indonesia menganut 
ajaran dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan 
pertanggung jawaban pidana, dan untuk menentukan apakah unsur ini 
terbukti atau terpenuhi atau tidak, maka selanjutnya Majelis Hakim dalam 
pertimbangan setiap orang pada dakwaan subsidair ini mengambil alih 
pertimbangan dari dakwaan primer di atas, sehingga tidak perlu diulang 
kembali dalam pertimbangan ini, sehingga dengan demikian unsur setiap 
orang telah pula terpenuhi; 
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan 
Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada karena jaba tan atau kedudukan” yang 
dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari 
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maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, artinya 
kewenangan baik dalam bentuk delegasi, atribusi maupun mandat adalah 
berupa serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau 
kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas 
atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, ternyata kewenangan itu 
tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya oleh karena terdakwa 
tidak melakukan adanya penyimpangan atau menyalahgunakan 
kewenangannya dalam kaitannya dengan jabatan maupun kedudukannya 
maka atas unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak terpenuhi. Oleh karena unsur 
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana ada padanya, karena 
jabatan atau kedudukan tersebut tidak terpenuhi, maka unsur lainnya dari 
Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, pada dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan 
dan untuk itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair. 
Bahwa dengan demikian terdakwa tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam Dakwaan Primair 
maupun Dakwaan Subsidair dan oleh karena itu harus dibebaskan dari 
Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. 
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa putusan bebas 
pada kasus korupsi mantan Bupati Sragen Untung Wiyono tidak sesuai dengan 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Melihat perbandingan antara tuntutan dari Jaksa 
Penuntut Umum dan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Tipikor Semarang sangat jauh dari apa yang diharapkan. Jaksa Penuntut Umum 
melalui surat dakwaan dan tuntutannya memberikan semangat pemberantasan 
korupsi, melalui dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum memberikan 
tuntutan yang maksimal, akan tetapi tuntutan tersebut bertolak belakang dengan 
yang dilakukan oleh majelis hakim yaitu tidak memberikan putusan yang sesuai 
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keadilan masyarakat, dan lebih menganggap dakwaan Jaksa Penuntut umum 
seperti tidak ada.  
Perkembangan kasus korupsi yang masuk di Pengadilan Tipikor 
Semarang tidak diimbangi dengan proses penegakan hukum yang bersih, dari 
beberapa putusan majelis hakim masih ada yang di putus bebas, salah satu kasus 
yang sangat memprihatinkan adalah ketika kasus mantan Bupati Sragen Untung 
Wiyono yang diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang 
saat itu, ini sangat tidak masuk akal karena dalam putusan lainya Sekretaris 
Daerah Sragen Kushardjono dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Sragen Sri Wahyuni masing-masing diputus bersalah dan terbukti melakukan 
penyalahgunaan APBD Sragen, namun Untung Wiyono sebagai otak pelaku yang 
memerintah terhadap Sri Wahyuni dan Kushardjono untuk melakukan 
pendepositoan uang tersebut malah dibebaskan.  
Melihat putusan yang tidak memberikan rasa adil di masyarakat, 
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dan 
hasilnya Untung Wiyono di vonis bersalah dengan putusan pidana 7 tahun 
penjara, denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan mengganti kerugian 
keuangan Negara sebesar Rp. 11.000.000.000, (sebelas Milyar rupiah), putusan 
ini sangat bertolak belakang dengan putusan pengadilan tingkat pertama yaitu 
Pengadilan Tipikor Semarang. Perbandingan putusan yang dijatuhkan oleh 
Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tipikor Semarang membuktikan bahwa 
terdapat masalah dalam penanganan kasus mantan Bupati Sragen di Pengadilan 
Tipikor Semarang (Imron Safii, 2014: 81). 
Putusan bebas terhadap mantan Bupati Sragen Untung Wiyono terjadi 
karena kasus tersebut ditandatangni oleh majelis hakim yang tidak berintegritas 
dan tidak bermoral yang baik, secara logika kalau melihat putusan yang 
dijatuhkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah 
(DPPKAD) dan Sekda Kabupaten Sragen yang di hukum sedangkan mantan 
Bupati Sragen Untung Wiyono sebagai inisiator dalam kasus tersebut divonis 
bebas, tetapi Pengadilan Tipikor tingkat pertama bukan penentu terakhir dalam 
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penjatuhan hukuman, namun kita melihat bahwa persoalan hakim adalah 
integritas dan moral. 
Penjatuhan putusan bebas pada kasus korupsi Putusan No. 78/Pid. 
Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg atas terdakwa Untung Wiyono jika dikaitkan dengan 
Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari 
hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 
bebas. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut 
penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut 
ketentuan hukum acara pidana. 
Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan 
bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak). Inilah pengertian terdakwa diputus 
bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari 
pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Adapun yang menjadikan alasan 
paling mendasar dijatuhkannya putusan bebas adalah apabila majelis hakim 
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan (M. Yahya Harahap, 2006: 347). 
Oleh karena itu, secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas 
apabila majelis hakim yang telah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah 
beranggapan bahwa: 
a.  Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative. 
Pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan 
kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup 
terbukti itu tidak diyakini oleh hakim atau dengan perkataan lain bahwa 
ketiadaan alat bukti seperti ditentukan dalam asas minimum pembuktian 
menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dianut oleh KUHAP 
(Lilik Mulyadi, 2007: 323). 
b.  Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Maksudnya adalah bahwa 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat 
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bukti saja. Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan 
pendapat hakim tentang: 
1)  Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, 
semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa 
tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan 
yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena 
menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau 
tidak memadai untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 
terdakwa, atau, 
2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan 
tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat 
bukti yang diajukan dipersidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. 
Dalam hal yang seperti ini, disamping tidak memenuhi asas batas 
minimum pembuktian juga bertentangan dengan asas unus testis nullus 
testis atau seorang saksi bukanlah saksi, atau,  
3) Putusan bebas bisa juga didasarkan atas penilaian adanya kesalahan yang 
terbukti namun tidak didukung oleh keyakinan hakim. 
Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut 
oleh KUHAP yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara 
negative. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, 
harus didukung oleh keyakinan hakim sekalipun secara formal kesalahan 
terdakwa dapat dinilai cukup terbukti namun nilai pembuktian yang cukup 
tersebut akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam 
keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah 
membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. 
Selanjutnya, jika ditelaah dari aspek teoritik, menurut pandangan doktrina 
putusan bebas (vrijspraak) dibagi lagi dalam beberapa bentuk yaitu (Lilik 
Mulyadi, 2007: 158): 
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a.  Pembebasan murni (de zuivere vrijspraak) dimana hakim mempunyai 
keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah 
tidak terbukti.  
b.  Pembebasan tidak murni (de onzuivere vrijspraak) yaitu dalam hal batalnya 
dakwaan secara terselubung atau pembebasan yang menurut kenyataannya 
tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan.  
c.  Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan yaitu bahwa 
berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah 
pasti tidak akan ada hasilnya.  
d.  Pembebasan yang terselubung (de bedekte vrijspraak) dimana hakim telah 
mengambil putusan tentang suatu peristiwa hukum dan menjatuhkan putusan 
pelepasan dari tuntutan hukum, padahal putusan tersebut berisikan suatu 
pembebasan secara murni. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan 
majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas Nomor: 78/Pid. Sus/2011/Pn-
Tipikor-Smg dengan terdakwa H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH., tidak 
sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga tidak patut dan 
tidak beralasan secara hukum untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan 
dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka 
dapat diambil kesimpulan, yaitu : 
1. Proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi dalam putusan No.78/Pid. 
Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan 
dalam persidangan pengadilan, terutama alat bukti keterangan ahli 
dihadirkannya oleh penasihat hukum terdakwa pada persidangan korupsi 
pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen, hal tersebut telah sesuai dengan 
ketentuan KUHAP salah satunya Pasal 1 butir 28 KUHAP tentang pengertian 
keterangan ahli. Implikasi keterangan ahli pada persidangan kasus korupsi 
pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen signifikan terhadap pembuktian 
dakwaan oleh penuntut umum, terbukti dengan dipergunakannya keterangan 
ahli yang mematahkan konstruksi yuridis penuntut umum sehingga dakwaan 
primair tidak terpenuhi dan dituntut dengan dakwaan subsidair, atas tuntutan 
tersebut kemudian terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim pemeriksa 
perkara pada Pengadilan Tipikor Semarang.  
2. Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan 
bebas dari segala dakwaan dalam perkara korupsi putusan No.78/Pid. 
Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg yaitu didasarkan pada unsur-unsur dalam 
dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang tidak terpenuhi, sehingga hakim 
berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana baik dalam Dakwaan Primair maupun 
Dakwaan Subsidair dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan 
Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
191 ayat (1) KUHAP. Namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan majelis 
hakim dalam menjatuhkan putusan bebas Nomor: 78/Pid. Sus/2011/Pn-
Tipikor-Smg dengan terdakwa H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH., tidak 
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sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga tidak patut dan 
tidak beralasan secara hukum untuk membebaskan terdakwa dari segala 
dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa 
saran yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut : 
1.  Hakim memiliki peranan yang sangat penting di sidang pengadilan. Untuk itu 
diperlukan ketelitian hakim dalam setiap proses di persidangan termasuk 
pembuktian. Hakim harus lebih teliti dalam menilai setiap keterangan yang 
diberikan oleh ahli. Apabila keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan 
yang lain di persidangan, maka keterangan ahli diambil sebagai pendapat 
hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja 
dikesampingkan oleh hakim. Namun keterangan ahli yang dikesampingkan 
harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa mengenyampingkan suatu 
keterangan ahli begitu saja tanpa ada alasan. Untuk itu, hakim juga harus 
memiliki dasar yang kuat dalam menilai keterangan ahli. 
2.  Ahli yang memberikan keterangan di persidangan harus benar-benar 
kompeten di bidangnya, sehingga keterangan yang diberikan oleh ahli 
tersebut dapat membantu hakim dalam memeriksa perkara di sidang 
pengadilan. Bagi ahli yang merasa tidak berkompeten untuk memberikan 
keterangan ahli serta bukanlah merupakan bidang keahliannya, sebaiknya 
mengundurkan diri. 
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